
RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten
Lumajang  pada  tahun  2020  dilaksanakan  untuk  mencapai  tujuan  dan
sasaran  yang  ditetapkan.  Untuk mengukur  pencapaian  kinerja  yang  telah
diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan telah dicapai melalui program
dan kegiatan tersebut, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2020.

Sesuai  dengan  Rencana  Strategis  Inspektorat  Daerah  Kabupaten
Lumajang tahun 2018-2023, pada tahun 2020 pencapaian tujuan Inspektorat
diukur  dari  capaian  1  (satu)  sasaran  stretegis  yang  terdiri  dari  3  (tiga)
indikator  kinerja  utama  dan  telah  diperjanjikan  dalam Perjanjian  Kinerja.
Adapun sasaran dan indikator kinerja utama tersebut di tahun 2020 rata-rata
tercapai 89% (sangat baik) dari targetnya sedangkan realisasi anggaran TA.
2020 terealisasi 91%.

Capaian tersebut menunjukkan kinerja seluruh komponen Inspektorat
Daerah yang diupayakan lebih baik dari tahun ke tahun dan akan dievaluasi
sebagai sumber informasi dan referensi yang efektif bagi upaya perbaikan dan
optimalisasi kinerja serta inovasi untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran pemerintah daerah. 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan  Kinerja  Tahunan  (LKj)  merupakan  media  Presentation  &

Disclosure sejauh  mana  instansi  pemerintah  berjalan  sesuai  dengan

perencanaan  stratejik  dan  tuntutan  perubahan  yang  ada  di  tengah

masyarakat  sesuai  dengan  Sistem  AKIP  sebagai  Pertanggunggutan

(accountability) Penyelenggaraan pengawasan Urusan Pemerintahan. Laporan

Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang

capaian  Kinerja  yang disusun berdasarkan  rencana kerja  yang  ditetapkan

dalam  rangka  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) berdasarkan

SAKIP.  Sedangkan Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  yang

selanjutnya  disingkat  SAKIP,  adalah  rangkaian  sistematik  dari  berbagai

aktivitas,  alat,  dan prosedur  yang dirancang untuk tujuan penetapan dan

pengukuran,  pengumpulan  data,  pengklasifikasian,  pengikhtisaran,  dan

pelaporan  kinerja  pada  instansi  pemerintah,  dalam  rangka

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

Sebagaimana  ketentuan  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme  antara  lain  disebutkan  bahwa  prinsip-prinsip  atau  azas-azas

umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib

penyelenggaraan negara,  azas kepentingan umum, azas  keterbukaan,  azas

proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas.

Oleh karena itu Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang berkewajiban

mempertanggungjawabkan  semua  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan.

Pertanggungjawaban tersebut salah satunya disajikan dalam Laporan Kinerja

Instansi  Pemerintah  (LKj)  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Lumajang  selain

Laporan Keuangan.
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Selain  memenuhi  tuntutan  untuk  akuntabilitas,  hal  terpenting  dari

latar belakang penyusunan laporan akuntabilitas ini adalah keinginan yang

kuat dari Inspektorat daerah Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik (good governance)  dengan terwujudnya tiga

pilar  tata  pemerintahan  yang  baik  yaitu  akuntabilitas,  partisipasi,  dan

transparansi penyelenggaraan pengawasan internal pemerintahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sistem AKIP merupakan bagian dari perwujudan implementasi sistem

pengendalian  manajemen  sektor  publik  di  Kabupaten  Lumajang  termasuk

penyelenggaraan  Pengawasan Internal  Pemerintah  oleh  Inspektorat  Daerah

Kabupaten Lumajang. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi

manajemen  Inspektorat  Daerah  untuk  memastikan  bahwa  visi,  misi  dan

tujuan  stratejik  Inspektorat  daerah  telah  dapat  dipenuhi  melalui

implementasi strategi pencapaian berupa program dan kegiatan yang selaras

yang nantinya akan memberikan sumbangsih dan dukungan secara memadai

terhadap  pencapaian  visi  dan  misi,  tujuan  dan  sasaran  pemerintah

Kabupaten Lumajang. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan

penyusunan  Rencana  Strategis  yang  mendefinisikan  visi,  misi  dan

tujuan/sasaran dan program Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.

Maksud  disusunnya  Laporan  Kinerja  (LKj)  adalah  untuk  menilai

capaian kinerja penyelenggaraan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten

Lumajang yang berhasil  dicapai  dan sumbangsih atau dukungan terhadap

pencapaian Tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lumajang. Pada akhir

periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja Inspektorat  Daerah

dikomunikasikan  kepada  para  stakeholders  dalam wujud  Laporan  Kinerja

(LKj)  untuk  kemudian  dikompilasi  dan  dientri  sebagai  sumber  informasi

Laporan Kinerja (LKJ) Kabupaten Lumajang.

Disusunnya  Laporan  Kinerja  (LKj)  penyelenggaraan  pengawasan

memiliki  dua  tujuan.  Pertama,  laporan  akuntabilitas  kinerja  merupakan
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sarana bagi Instansi pengawasan untuk menyampaikan pertanggungjawaban

kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Kedua, laporan

akuntabilitas  kinerja  merupakan  sarana  evaluasi  atas  pencapaian  kinerja

penyelenggaraan  pengawasan  Inspektorat  Daerah  sebagai  upaya  untuk

memperbaiki kinerja di masa datang atau dalam upaya peningkatan kinerja

secara  kontinyu  (continous  improvement)  organisasi  baik  dalam  bentuk

regulasi,  distribusi,  maupun  alokasi  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang

C. GAMBARAN UMUM

1. Perangkat Daerah

Pembentukan  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Lumajang   ditetapkan

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang  No. 15 Tahun 2016, tentang

Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  dan  dijelaskan  dengan

Peraturan  Bupati  Lumajang  Nomor  45  Tahun  2020  tentang  Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat

Daerah.

Inspektorat  Daerah  merupakan  unsur  pengawas  penyelenggaraan

pemerintah daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah yang

berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Bupati  melalui

Sekretaris daerah. Inspektorat Daerah  mempunyai tugas membantu Bupati

membina dan mengawasi  pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan  daerah. Di  samping  itu,  Inspektorat  Daerah  dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi:

a. Perumusan  kebijakan  teknis  di  bidang  pengawasan  dan  fasilitasi

pengawasan;

b. Pelaksanaan  pengawasan  internal  terhadap  kinerja,  keuangan  dan

kepatuhan  melalui  pemeriksaan,  reviu,  Evaluasi,  pemantauan,  dan

kegiatan pengawasan lainnya;
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c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu  atas  Penugasan dari

Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Berikut  adalah  struktur  organisasi  Inspektorat  Daerah  berdasarkan

Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang  No. 45 Tahun 2020 

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang
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2. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel  1.1   Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
2020

A. Status kepegawaian
- Pegawai negeri sipil (PNS) : 33 orang
- Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) : - orang
- Tenaga Kontrak : 5 orang

B. Latar belakang pendidikan 
- Magister (S2) : 2 orang
- Sarjana (S1) : 20 orang
- Sarjana Muda/Diploma III (D3) : - orang
- Sarjana Muda/Diploma II (D2) : - orang
- Sarjana Muda/Diploma I (D1) : - orang
- SLTA : 10 orang
- SLTP : 1 orang
- SD : - orang

C. Pangkat dan Golongan 
- Pembina Utama Madya (IV/d) : - orang
- Pembina Utama Muda (IV/c) : 2 orang
- Pembina Tingkat I (IV/b) : 5 orang
- Pembina  (IV/a) : 2 orang
- Penata Tingkat I (III/d) : 4 orang
- Penata (III/c) : 7 orang
- Penata Muda Tingkat I (III/b) : - orang
- Penata Muda (III/a) : 4 orang
- Pengatur Tingkat I (II/d) : 2 orang
- Pengatur (II/c) : 2 orang
- Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 3 orang
- Pengatur Muda (II/a) : - orang
- Juru Tingkat I (I/d) : - orang
- Juru (I/c) : - orang
- Juru Muda Tingkat I (I/b) : - orang
- Juru Muda (I/a) : - orang

D. Pejabat Stuktural
- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 5 orang
- Eselon IV : 3 orang
Pejabat Fungsional
- Auditor Muda : 6 orang
- Auditor Pertama : - orang
- Auditor Pelaksana Lanjutan : 1 orang
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Pejabat Fungsional
- Pengawas Pemerintahan Madya : 5 orang
- Pengawas Pemerintahan Muda : 1 orang
- Pengawas Pemerintahan Pertama : - orang

Persentase  Sumber  Daya  Aparatur  Inspektorat  Daerah  Kabupaten

Lumajang berdasarkan Strata Pendidikan dapat dilihat sebagaimana diagram

dibawah ini:

Gambar 2 Diagram Sumber Daya Apatur Inspektorat Daerah Kabupaten
Lumajang Berdasarkan Strata Pendidikan

Sedangkan  Jumlah  Sumber  Daya  Aparatur  Inspektorat  Daerah

Kabupaten  Lumajang  berdasarkan  kelas  kelompok  usia  disajikan

sebagaimana diagram berikut ini:
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Gambar 3. Diagram Sumber Daya Apatur Inspektorat Daerah Kabupaten
Lumajang Berdasarkan Kelompok Usia

D. DASAR HUKUM

Dasar  hukum  Penyusunan  Laporan  Kinerja  Inspektorat  Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang

mengisyaratkan pentingnya  akuntabilitas  dalam perencanaan anggaran

dan  pertanggungjawaban  anggaran.  Dalam  tahap  pertanggungjawaban

anggaran  sangat  jelas  bahwa  Kepala  Daerah  wajib  bertanggung  jawab

terhadap  outcome  dan  disampaikan  sebagai  penjelasan  dalam  Nota

Perhitungan Anggaran (NPA);

2. Bab  II  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  tahun  2006   tentang

Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Intansi  Pemerintah,  bahwa  Dalam

rangka  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBN/APBD,  setiap  Entitas

Pelaporan  wajib  menyusun  dan  menyajikan  Laporan  Keuangan  dan

Laporan Kinerja, dimana laporan kinerja dibuat berdasarkan sistem AKIP

3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;
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RENSTRA

RENJA
Tahunan

Perjanjian Kinerja

PelaksanaanLAKIP Triwulan

LAKIP 

Anggaran Kinerja

LRA Triwulan

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

4. Permepan  nomor  53  tahun  2014  tentang  Petunjuk  Teknis  Perjanjian

Kinerja,  Pelaporan  Kinerja  Dan Tata  Cara  Reviu  Atas  Laporan  Kinerja

Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Tahun  2018-2023  Pemerintah

Kabupaten Lumajang;

6. Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman

Penyusunan Pelaporan Kinerja

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020

disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi  Birokrasi  Nomor  53  Tahun  2014  tentang  Petunjuk  Tekhnis

Perjanjian  Kinerja,  Pelaporan  Kinerja  dan  Tata  Cara  Reviu  atas  Laporan

Kinerja  Instansi  Pemerintah dan Peraturan Bupati  Lumajang No.  6  Tahun

2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Alur dokumen

SAKIP  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Lumajang dimulai  dari  perencanaan

sampai dengan dengan pelaporan yang dapat disajikan dalam bentuk alur

sebagai berikut:
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Gambar 4. Alur Dokumen SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang

Adapun  Laporan  Kinerja  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Lumajang

Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB  I    : PENDAHULUAN

Bab  ini  menjelaskan  Latar  Belakang,  Maksud  dan  Tujuan,

Gambaran  Umum,  dasar  Hukum,  dan  Sistematika  sehingga

substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik,

yaitu  dengan menekankan pada  aspek strategis  organisasi  serta

strategi issue yang sedang dihadapi organisasi.

BAB  II   : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja

tahun yang bersangkutan, mengurai mengenai Renstra 2018-2023,

Pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program,

IKU, Program Kegiatan serta Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

BAB  III  : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan :

A. Capaian  Kinerja  Organisasi  pada  sub  bab  ini  disajikan  capaian

kinerja  organisasi  untuk  setiap  pernyataan  kinerja  sasaran

strategis  Organisasi  sesuai  dengan  hasil  pengukuran  kinerja

organisasi.  Untuk  setiap  pernyataan  kinerja  sasaran  strategis

tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
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2. Perbandingan  antararealisasi kinerja  serta  capaian  kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Perbandingan  realisasi  kinerja  sampai  dengan  tahun  ini

dengan  target  jangka  menengah  yang  terdapat  dalam

dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan  realisasi  kinerja  tahun ini  dengan  standar

nasional (jika ada);

5. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  peningkatan/

penurunan  kinerja  serta  alternative  solusi  yang  telah

dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya,  Pengukuran

Capaian  Kinerja,  Capaian  Kinerja, Akuntabilitas  Keuangan

dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah;

7. Analisa  program/kegiatan  yang  menunjang  keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran

yang  digunakan  dan  yang  telah  digunakan  untuk  mewujudkan

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB  IV : PENUTUP

Pada  bab  ini  diuraikan  simpulan  umum  atas  capaian  kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN 
1. MATRIKS RENSTRA 2018-2023
2. PERJANJIAN KINERJA  TAHUN  2020
3. PENGUKURAN KINERJA
4. RENJA TAHUN 2020
5. PENGHARGAAN
6. LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU
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BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2018 - 2023

Visi Kabupaten Lumajang adalah “Terwujudnya Masyarakat Lumajang

yang  Berdaya  Saing,  Makmur  dan  Bermartabat”.  Untuk  mewujudkan  Visi

tersebut, dirumuskan Misi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan

dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat

tercapai.  Secara  garis  besar  Misi  Prioritas  Pembangunan  Kabupaten

Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan  perekonomian  daerah  yang  berkelanjutan  berbasis  pada

pertanian, usaha mikro dan pariwisata;

2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih

sejahtera dan mandiri;
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3. Reformasi  yang  efektif,  professional,  akuntabel  dan  transparan  untuk

mewujudkan pemerintahaan yang baik, benar dan bersih (good and clean

governace) yang berbasis teknologi Informasi.

Berkaitan dengan misi  yang ketiga peran Inspektorat  Daerah selaku

institusi pengawasan akan menindaklanjuti dan mengimplemtasikan visi dan

misi  tersebut.  Tujuan  Pemerintah  Kabupaten  Lumajang  merujuk  pada

RPJMD adalah “Meningkatkan Reformasi  Birokrasi  dalam Penyelenggaraan

Pemerintah” dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi”.  Tujuan

yang  telah  ditetapkan  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Lumajang  selaras

dengan sasaran RPJMD yaitu “Meningkatkan Penyeleggaraan Pemerintahan

yang bersih dan bebas dari  KKN” dengan indikator tujuan adalah Jumlah

OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan

Self  Assessment WBK.  Sasaran  strategis  Inspektorat  Daerah  Kabupaten

Lumajang  adalah  Meningkatnya  sistem  pengendalian  internal

penyelenggaraan  pemerintah  menuju  good  governance dan  meningkatnya

efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan  Rencana  Strategis  (Renstra)  Inspektorat Daerah

Kabupaten  Lumajang  Tahun  2018-2023  maka  Inspektorat  Daerah

Kabupaten Lumajang menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja

(PK)  Tahun 2020 dengan indikator  sasaran  dan terget  sesuai dengan yang

telah  tertuang  dalam  matriks  Renstra.  Setiap  sasaran  telah  dirumuskan

dalam  indikator  dan  target  kinerja  yang  spesifik  dan  terukur. Target

pencapaian  tahunan  merupakan  bagian  integral  dari  target  yang  lebih

strategis yaitu pencapaian target jangka menengah 5 tahunan. 

Tabel 2.1 Tujuan Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2020

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Satuan Target

Meningkatkan 
Penyeleggaraan 
Pemerintahan 
yang bersih dan

Jumlah OPD 
yang layak 
ditetapkan 
sebagai zona 
integritas 

OPD 1
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bebas dari KKN menuju WBK 
berdasarkan Self
Assessment WBK

Meningkatnya 
sistem 
pengendalian 
internal 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
menuju good 
governance dan 
meningkatnya 
efektivitas 
manajemen risiko 
dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan

1) Persentase 
OPD dengan 
maturitas 
SPIP level 3

% 50

2) Nilai 
Kapabilitas 
APIP

Angka 3

3) Persentase 
pemenuhan 
aksi 
pencegahan 
dan 
pemberantas
an korupsi

% 75

Perjanjian Kinerja  Inspektorat  Daerah  Kabupaten Lumajang disusun

berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan

Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesi  Nomor  53  tahun  2014  tentang

Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  dan  Peraturan  Bupati  Nomor  5

Tahun  2018  tentang  Pedoman  Penyusunan  Perjanjian  Kinerja.  Perjanjian

Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji

untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu

tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan  khusus  Perjanjian  kinerja  antara  lain  adalah  untuk

meningkatkan  akuntabilitas,  transparansi  dan  kinerja  aparatur,  sebagai

wujud  nyata  komitmen  antara  penerima  amanah  dan  pemberi  amanah,

sebagai  dasar  penilaian  keberhasilan/kegagalan  pencapaian  tujuan  dan

sasaran organisasi,  menciptakan tolok ukur kinerja sebagai  dasar evaluasi

kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan

sanksi. 

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Inspektur daerah Tahun 2020
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Sasaran
Strategis

Indikator Program Satuan Target

Meningkatnya 
sistem 
pengendalian 
internal 
penyelenggaraa
n pemerintahan 
menuju good 
governance dan 
Meningkatnya 
efektivitas 
manajemen 
risiko dalam 
penyelenggaraa
n pemerintahan

1) Persentase 
OPD dengan
maturitas 
SPIP level 3

Peningkatan Sistem
Pengawasan 
Internal Dan 
Pengendalian 
Pelaksanaan 
Kebijakan Kepada 
Daerah 

% 50

Penyelenggaraan 
Sistem 
Pengendalian Intern
Pemerintah 

2) Nilai 
Kapabilitas 
APIP

Peningkatan 
profesionalisme 
tenaga pemeriksa 
dan aparatur 
pengawasan 

Angka 3

Penataan dan 
penyempurnaan 
kebijakan sistem 
dan prosedur 
pengawasan 

3) Persentase 
pemenuhan 
aksi 
pencegahan 
dan 
pemberanta
san korupsi

Peningkatan 
Percepatan 
Pemberantasan 
Korupsi 

% 75

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu sumberdaya

berupa anggaran sebagai modal untuk melaksanakan program dan kegiatan

sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Berikut adalah nomenklatur

program  dan  pagu  anggaran  sesuai  dengan  perjanjian  kinerja  antara

Inspektur Daerah dengan Bupati Lumajang

Tabel   2.3  Program,  Kegiatan dan  Pagu  Anggaran  Inspektorat  Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2020
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Program/Kegiatan Anggaran

A.   Program/Kegiatan Pendukung

1 Program Pelayanan Administrasi dan 
Operasional Perkantoran

Rp. 638.079.000

Pelayanan Administrasi Perkantoran 638.079.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

Rp. 153.524.000

Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana 
dan Prasaranan Aparatur

26.500.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana 
Aparatur

127.024.000

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 10.000.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP

5.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan 
Prognosis Realisasi Anggaran

0

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000

Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD 0

B.  Program/Kegiatan Teknis

4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan 
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan Kepala Daerah

Rp. 1.016.150.000

Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Tindaklanjut 
Pengawasan Secara Berkala

109.695.000

Inventarisasi Temuan Pengawasan 0

Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan 17.844.000

Koordinasi Pengawasan yang Lebih komprehensif 14.566.000

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 0

Penanganan Kasus dan Pengaduan di Lingkungan 
Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Bawahannya

172.500.000

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintahan (AKIP)

31.275.000

Penyusunan dan Updating Peta Pengawasan (Audit 
Universe)

0
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Pelaksanaan Pengawasan Internal Dengan Tujuan 
Tertentu

409.375.000

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Mutu 
Pengawasan

27.775.000

Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 20.225.000

Review Dokumen SAKIP/ Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah

41.700.000

Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 88.175.000

Review Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 83.020.000

5 Program Peningkatan Perofesionalisme 
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 
Pengawasan

Rp. 0

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan 
aparatur pengawasan

0

6 Program Penataan dan Penyempurnaan 
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Rp. 72.891.000

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur 
Pengawasan

13.261.000

Penyusunan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 
Pengawasan Internal

59.630.000

7 Program Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah

Rp. 69.426.000

Penyelenggaraan dan Pelaporan SPIP 13.046.000

Pembinaan Implementasi Sistem dan Peraturan 
Perundangan Bagi Auditee

56.380.000

8 Program Peningkatan Percepatan 
Pemberantasan Korupsi

Rp. 167.598.000

Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan 
Ganti Rugi

0

Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan 
Percepatan

27.123.000

Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber 
Pungli) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

140.475.000

Operasional Penyelenggaraan Tugas TP4D 0

JUMLAH Rp. 2.127.668.000

Dalam  upaya  mencapai  target  sasaran  (hasil)  maka  perlu  adanya

program  dan  kegiatan  yang  lebih  bersifat  operasional  dan  teknis.  Berikut
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adalah Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan Rencana Kerja

(Renja) Inspektorat Daerah tahun 2020.

Tabel  2.4  Program dan Kegiatan  Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2020

No PROGRAM KEGIATAN

1 Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

1.   Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur

1. Pembangunan/ Pengadaan dan 
Rehabilitasi Sarana dan Prasaranan 
Aparatur

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana 
dan Prasarana Aparatur

3 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ 
LAKIP

2. Penyusunan Laporan Keuangan 
Semesteran dan Prognosis Realisasi 
Anggaran

3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 
Tahun

4. Penyusunan rencana kerja dan 
anggaran (RKA) SKPD

4 Program Peningkatan 
Sistem Pengawasan 
Internal dan 
Pengendalian 
Pelaksanaan Kebijakan 
Kepala Daerah 

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal dan 
Tindaklanjut Pengawasan Secara 
Berkala

2. Inventarisasi Temuan Pengawasan
3. Tindaklanjut Hasil Temuan 

Pengawasan
4. Koordinasi Pengawasan yang Lebih 

komprehensif
5. Evaluasi Berkala Temuan Hasil 

Pengawasan
6. Penanganan Kasus dan Pengaduan di 

Lingkungan Pemerintah Daerah dan 
Pemerintahan Bawahannya

7. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintahan (AKIP)

8. Penyusunan dan Updating Peta 
Pengawasan (Audit Universe)

9. Pelaksanaan Pengawasan Internal 
Dengan Tujuan Tertentu
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10. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 
Mutu Pengawasan

11. Evaluasi Mandiri Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi

12. Review Dokumen SAKIP/ Kinerja 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

13. Review Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah

14. Review Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah

5 Program Peningkatan 
Perofesionalisme Tenaga
Pemeriksa Dan Aparatur
Pengawasan 

1. Pelatihan pengembangan tenaga 
pemeriksa dan aparatur pengawasan

6 Program Penataan Dan 
Penyempurnaan 
Kebijakan Sistem Dan 
Prosedur Pengawasan 

1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan 
Prosedur Pengawasan

2. Penyusunan dan Pemeliharaan Sistem 
Informasi Pengawasan Internal

7 Program 
Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern 
Pemerintah 

1. Penyelenggaraan dan Pelaporan SPIP
2. Pembinaan Implementasi Sistem dan 

Peraturan Perundangan Bagi Auditee

8 Program Peningkatan 
Percepatan 
Pemberantasan Korupsi 

1. Penanganan Tuntutan Perbendaharaan
dan Tututan Ganti Rugi

2. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi 
Pelaksanaan Percepatan 
Pemberantasan Korupsi

3. Penyelenggaraan Sapu Bersih 
Pungutan Liar (Saber Pungli) dan Unit 
Pengendalian Gratifikasi (UPG)

4. Operasional Penyelenggaraan Tugas 
TP4D

Selanjutnya  untuk  program  dan  indikator  (out  come)  Inspektorat

Daerah  Kabupaten  Lumajang  dapat  disajikan  dalam bentuk  tabel  sebagai

berikut:

Tabel  2.5   Program dan  Indikator Kinerja Program (out come)  Inspektorat

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020

NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM
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(OUT COME)
1 Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran
Persentase pemenuhan 
pelayanan administrasi 
perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan sarana 
dan prasarana aparatur

3 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase LKj yang diterbitkan

4 Program Peningkatan Sistem 
Pengawasan Internal dan 
Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan Kepala Daerah

Persentase Rekomendasi hasil 
pengawasan yang Ditindak 
Lanjuti
Persentase   Kasus/ Pengaduan 
Masyarakat  Yang Ditindak 
Lanjuti APIP sesuai standar
Persentase PD yang 
mendapatkan nilai evaluasi 
SAKIP minimal B

5 Program Peningkatan 
Perofesionalisme Tenaga Pemeriksa
Dan Aparatur Pengawasan 

Persentase APIP berkompetensi 
dalam pemeriksaan

6 Program Penataan Dan 
Penyempurnaan Kebijakan Sistem 
Dan Prosedur Pengawasan

Persentase PD yang 
melaksanakan zona integritas 
menuju WBK dengan dukungan 
penguatan kebijakan

7 Program Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah

Persentase kepatuhan PD 
terhadap ketentuan perundang -
undangan

8 Program Peningkatan Percepatan 
Pemberantasan Korupsi

Persentase PD yang 
melaksanakan zona integritas 
menuju WBK
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas  Kinerja  dalam  Laporan  Kinerja  Inspektorat  Daerah

Kabupaten  Lumajang  tidak  terlepas  dari  rangkaian  mekanisme  fungsi

planning mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Rencana

Kerja) dan  Perjanjian  Kinerja  Inspektorat  Daerah Kabupaten  Lumajang.

Fungsi  organizing seluruh sumber daya dalam koridor prosedur yang telah

ditetapkan  yang  kemudian  menjadi  dasar  melaksanakan  kegiatan

pengawasan dan pemibinaan sebagai fungsi actuating dari perencanaan yang

sudah dibuat. Di akhir kegiatan terdapat fungsi  evaluating   dimana semua

pelaksanakan program dan kegiatan harus  disampaikan ke  dalam sebuah
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bentuk  pertanggung jawabanpenggunaan  seluruh sumber daya manajemen

pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban kinerja  pelaksanaan  pembangunan  sifatnya

terukur. Terdapat  standar  pengukuran antara  yang diukur  dengan piranti

pengukurannya.  Dalam  pertanggung  jawaban  piranti  yang  diukur  adalah

kegiatan,  program,  dan  sasaran untuk  melihat  sejauh  mana  kegiatan,

program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dari  perencanaan yang

telah dibuat.

A. CAPAIAN  KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan

capaian  kinerjanya  digunakan  untuk  menilai  keberhasilan  atau  kegagalan

pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan

strategis  yang  diterjemahkan  dalam  rencana  kerja.  Adapun  pengukuran

Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja

sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui

selisih atau celah kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih

kinerja  tersebut  dilakukan evaluasi  guna mendapatkan strategi  yang tepat

untuk  peningkatan  kinerja  dimasa  yang  akan  datang  (performance

improvement).

Pengukuran  capaian  kinerja  program  dan  kegiatan  di  Inspektorat

Daerah Kabupaten Lumajang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan

dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut

dapat  diukur  pencapaiannya yang  mendukung  pada  pencapaian  indikator

program.  Adapun  pengukuran  kinerja  tersebut  dengan  rumus  sebagai

berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja,

maka digunakan rumus: 
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Realisasi

Capaian Indikator Kinerja = ---------------------------------------- x 100%

Target

2. Jika  ukurannya  sebaliknya,  yaitu  apabila  semakin  tinggi  realisasi

menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi

menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus: 

   (Target – (Realisasi – Target)

Capaian Indikator Kinerja = ---------------------------------------- x 100%

Target

Untuk  melaksanakan penilaian  capaian  kinerja  telah  ditetapkan

penilaian  skala ordinal  sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari

pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 ke atas : Sangat Baik

70  x < 85 : Baik
55  x < 70 : Cukup Baik
        x < 55 : Kurang Baik

Secara  umum  Inspektorat  daerah Kabupaten  Lumajang  telah

melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai

sasaran  dan  target  yang  telah  ditetapkan  dalam  Rencana  Strategis

Inspektorat  Daerah Kabupaten  Lumajang  2018-2023.  Pencapaian  kinerja

tahun 2020 sudah mengacu dan sesuai dengan rencana kerja tahun 2020.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam

proses  waktu  yang  tidak  singkat,  lebih  dapat  dipastikan  lagi  faktor  yang

mempengaruhinya  tidak  dapat  terjawab  dalam  waktu  pengukuran

akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar

target,  atau  antar  capaian  dalam  rentang  sekian  tahun,  ataupun  antara

capaian dengan target sampai dengan tahun 2020. Pencapaian sasaran yang
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telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2020 oleh Inspektorat Daerah

Kabupaten Lumajang yang terdiri dari 3 indikator sasaran, secara rata-rata

adalah sebesar 89% dengan kategori sangat baik.

Tujuan, Capaian indikator dan target  Inspektorat  Daerah Kabupaten

Lumajang  tahun  2020  disajikan  pada  Tabel  3.1  dan  Capaian  Kegiatan

Anggaran disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut :
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Tabel 3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2020

N
O

TUJUAN
SASARAN

STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA

PEMBILAN
G 

PENYEBU
T 

TARGET
2020

REALISASI
2020

CAPAIAN
(%) 

KATEGORI

Meningkatkan 
penyelenggaraa
n pemerintahan 
yang bersih dan 
bebas dari KKN

Jumlah OPD yang 
layak ditetapkan 
sebagai zona 
integritas menuju 
WBK berdasarkan 
Self Assessment 
WBK 

1 14 1 14 1.400 -

1 Meningkatnya 
system 
pengendalian 
internal 
penyelenggaraa
n pemerintahan 
menuju good 
governance dan 
meningkatnya 
efektivitas 
manajemen 
risiko dalam 
penyelenggaraa
n pemerintahan

1 Persentase 
OPD dengan 
maturitas SPIP
level 3

16 52 50 % 31 % 62 Cukup
Baik

2 Nilai 

Kapabilitas 

APIP

3 3 3 100 % 100
Sangat

baik

3 Persentase 
pemenuhan 
aksi 
pencegahan 
dan 
pemberantasa
n korupsi

79 100 75 % 79 % 105 Sangat
Baik
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Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2020 (Data diolah)

Tabel 3.2 Capaian Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2020

No

PROGRAM KEGIATAN

Satuan
Rencana
Tingkat
Capaian

Realisasi
Tingkat
CapaianKode

prog
Uraian Indikator

Kode
Keg

Uraian Indikator
Kinerja

1 17 Program 
Peningkatan 
Sistem 
Pengawasan 
Internal dan 
Pengendalian 
Pelaksanaan 
Kebijakan 
Kepala Daerah

Persentase 
Rekomendasi hasil 
pengawasan yang 
Ditindak Lanjuti 

17.001 Pelaksanaan 
Pengawasan Internal 
dan Tindaklanjut 
Pengawasan Secara 
Berkala

Input : Dana Rupiah         109,695,00
0 

       82,697,50
0 

             75.3
9 

  Persentase   Kasus/ 
Pengaduan 
Masyarakat  Yang 
Ditindak Lanjuti APIP 
sesuai standar

 Output :     
   LHP reguler / 

Pokok-pokok hasil 
pemeriksaan 
(P2HP) reguler 

Laporan                           
5 

                       
3 

             60.0
0 

  Persentase PD yang 
mendapatkan nilai 
evaluasi SAKIP 
minimal B

17.005 Inventarisasi Temuan 
Pengawasan

Input : Dana Rupiah                          -                         -                      
-   

   Output :     

     Persentase Laporan
DTP yang disusun

 100% 100%            100.0
0 

   17.006 Tindak Lanjut Hasil 
Temuan Pengawasan

Input : Dana Rupiah           17,844,00
0 

       17,813,00
0 

             99.8
3 

    Output :     

    Persentase laporan 
hasil tindaklanjut 
yang disusun

 80% 80%            100.1
3 

   17.007 Koordinasi 
Pengawasan yang 
lebih komprehensif

Input : Dana Rupiah           14,566,00
0 

       14,560,00
0 

             99.9
6 

    Output :    
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    Jumlah laporan 
hasil koordinasi 
pengawasan yang 
disusun

Dok 2  dokumen                        
2 

           100.0
0 

    Ikhtisar Hasil 
Pengawasan

2 Dokumen 
mencakup 62 
OPD, 3
PD, 215 
Desa/Kelurahan

                      -              100.0
0 

   17.008 Evaluasi Berkala 
Temuan Hasil 
Pengawasan

Input : Dana Rupiah                          -                         -   0%

    Output :   
    Persentase 

koordinasi hasil 
pengawasan 
berkala yang 
difasilitasi

100% 100%            100.0
0 

   17.009 Penanganan Kasus 
dan Pengaduan di 
Lingkungan 
Pemerintah Daerah 
dan Pemerintahan di 
bawahnya

Input : Dana Rupiah         172,500,00
0 

     166,800,00
0 

             96.7
0 

    Output :   

    Jumlah 
kasus/pengaduan 
dilingkup 
pemerintahan yang 
diperiksa

 70 70            100.0
0 

   17.012 Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah (AKIP)

Input : Dana Rupiah           31,275,00
0 

       30,875,00
0 

             98.7
2 

    Output :    
     Jumlah SAKIP OPD

yang dievaluasi
OPD                         5

2 
                     5

2 
           100.0

0 

    17.014 Penyusunan dan 
Updating Peta 
Pengawasan (Audit 

Input : Dana Rupiah                          -                         -   0%
    Output :    

    Jumlah peta Dokumen                                                             100.0
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Universe)
pengawasan 
terupdate

5 5 0 

   17.015 Pelaksanaan 
Pengawasan Internal 
dengan Tujuan 
Tertentu

Input : Dana Rupiah         409,375,00
0 

     407,604,50
0 

             99.5
7 

    Output :    

    Persentase 
identifikasi 
rekomendasi hasil 
pemeriksaan yang 
diterbitkan 

100% 100%            100.0
0 

   17.016 Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Mutu Pengawasan

Input : Dana Rupiah           27,775,00
0 

       22,350,00
0 

             80.4
7 

    Output :    
    Jumlah laporan QA 

yang dikeluarkan
35 35            100.0

0 
   17.017 Evaluasi Mandiri 

Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi

Input : Dana Rupiah           20,225,00
0 

       18,235,50
0 

             90.1
6 

    Output :    
    Jumlah laporan 

hasil evaluasi RB
LHE 1  laporan ( 4

rangkap)
 1  laporan ( 4

rangkap)  
           100.0

0 

   17.018 Review Dokumen 
SAKIP/Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah

Input : Dana Rupiah           41,700,00
0 

       38,741,50
0 

             92.9
1 

    Output :     

    Jumlah laporan 
revieu dokumen 
perencanaan 
daerah

Laporan 2 2            100.0
0 

    Jumlah laporan 
revieu dokumen 
capaian kinerja

Laporan 2 2            100.0
0 

   17.019 Review Laporan 
Keuangan Daerah

Input : Dana Rupiah           88,175,00
0 

       83,476,00
0 

             94.6
7 
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    Output :   

    Jumlah laporan 
review laporan 
keuangan daerah

Laporan 1 
laporan

1 
laporan

           100.0
0 

   17.020 Review Anggaran 
Pendapatan dan 
Belanja Daerah

Input : Dana Rupiah           83,020,00
0 

       66,891,00
0 

             80.5
7 

    Output :    
     Jumlah laporan 

review APBD
 1 laporan 1 laporan            100.0

0 

 20 Program 
Penyelenggaraa
n Sistem 
Pengendalian 
Intern 
Pemerintah

Persentase 
kepatuhan PD 
terhadap ketentuan 
perundang - 
undangan

20.005 Penyelenggaraan dan
Pelaporan SPIP

Input : Dana Rupiah           13,046,00
0 

       12,800,00
0 

             98.1
1 

   Output :     
   Jumlah dokumen 

SPIP yang disusun
dokumen 2 2            100.0

0 

  20.006 Pembinaan 
Implementasi Sistem 
dan Peraturan 
Perundangan Bagi 
Auditee

Input : Dana Rupiah           56,380,00
0 

       55,246,00
0 

             97.9
9 

        
   Output :     

   Jumlah PD yang 
dibina tentang 
ketentuan peraturan
perundangan

opd 64 61              95.3
1 

   Jumlah Desa yang 
dibina tentang 
ketentuan peraturan
perundangan

desa 0 0 0%

 18 Program Persentase APIP  18.001 Pelatihan Input : Dana Rupiah                          -                         -   0%
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Peningkatan 
Profesionalisme
Tenaga 
Pemeriksa dan 
Aparatur 
Pengawasan

berkompetensi sesuai
standar kompetensi 
APIP

pengembangan 
tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan

   Output :     
   Jumlah  diklat  yang

diikuti
diklat                           

1 
                      -   0%

 19 Program 
Penataan dan 
Penyempurnaa
n Kebijakan 
Sistem dan 
Prosedur 
Pengawasan

Persentase OPD 
yang melaksanakan 
zona integritas 
menuju WBK dengan 
dukungan penguatan 
kebijakan

19.002 Penyusunan 
Kebijakan Sistem dan
Prosedur 
Pengawasan

Input : Dana Rupiah           13,261,00
0 

         8,976,00
0 

             67.6
9 

   Output :     
   Jumlah dokumen 

kebijakan 
pengawasan yang 
disosialisasikan 
kepada obyek 
pemeriksaan

Dokumen 10 10            100.0
0 

  19.003 Penyusunan dan 
Pemeliharaan Sistem 
Informasi 
Pengawasan Internal

Input : Dana Rupiah           59,630,00
0 

       59,620,00
0 

             99.9
8 

   Jumlah aplikasi 
sistem informasi 
pengawasan yang 
terpelihara

 3 SIP 3 SIP            100.0
0 

 
21 Program 

Peningkatan 
Percepatan 
Pemberantasan
Korupsi

Persentase PD yang 
melaksanakan zona 
integritas menuju 
WBK

21.001 Penanganan Tuntutan
Perbendaharaan dan 
Tuntutan Ganti Rugi 
(TP/TGR)

Input : Dana Rupiah  
- 

                      -   0%

   Output :   

   Persentase kasus 
TPTGR yang 
diproses

% 100 100            100.0
0 

   21.002 Koordinasi, 
Monitoring, dan 
Evaluasi Pelaksanaan

Input : Dana Rupiah           27,123,00
0 

       24,680,00
0 

             90.9
9 

    Output :   
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Percepatan 
Pemberantasan 
Korupsi

    Jumlah PD yang 
dievaluasi telah 
melaksanakan zona
integritas dan WBK

PD 14 14            100.0
0 

  21.003 Penyelenggaraan 
Sapu Bersih 
Pungutan Liar (Saber 
Pungli) dan Unit 
Pengendalian 
Gratifikasi (UPG)

Input : Dana Rupiah         140,475,00
0 

     118,928,00
0 

             84.6
6 

   Output :     

   Jumlah sosialisasi 
Saber Pungli dan 
UPG yang 
terfasilitasi

kali 3 4            133.3
3 

  21.004 Operasional 
Penyelenggaraan 
Tugas TP4D

Input : Dana Rupiah                          -   0 0%

   Output :     

    Laporan 
Penyelenggaraan 
TP4D

Laporan 2 0 0%

 01 Program 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran

Persentase 
pemenuhan 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran

01.001 Pelayanan 
Adminitrasi dan 
operasional 
Perkantoran 

Input : Dana Rupiah         638,079,00
0 

     608,734,06
2 

             95.4
0 

   Output :     

   
Jumlah jenis 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran yang 
disediakan

% 18 18            100.0
0 

 02 Program Persentase 045 Pembangunan/ Input : Dana Rupiah           26,500,00        26,400,00              99.6
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Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
aparatur

pemenuhan sarana 
dan prasarana 
aparatur

Pengadaan dan 
Rehabilitasi Sarana 
dan Prasaranan 
Aparatur

0 0 2 
   Output :     

   Jumlah jenis sarana
prasarana aparatur 
yang disediakan

jenis 1 1            100.0
0 

  046 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur

Input : Dana Rupiah         127,024,00
0 

     119,960,37
2 

             94.4
4 

   Output :     

   Jumlah jenis sarana
prasarana aparatur 
yang dipelihara

jenis 6 5              83.3
3 

 06 Program 
Peningkatan 
Pengembangan
sistem 
Pelaporan 
Capaian Kinerja
dan Keuangan

Persentase LKj yang 
diterbitkan

06.001 Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD/LAKIP

Input : Dana Rupiah             5,000,00
0 

         5,000,00
0 

           100.0
0 

   Output :     

 

  Jumlah laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi 
kinerja 
SKPD/LAKIP yang 
disusun

Dok 1 1            100.0
0 

  06.002 Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Semesteran dan 

     

    Input : Dana Rupiah                          -                         -   -
    Output :     
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Prognosis Realisasi 
Anggaran

    
Jumlah laporan 
keuangan 
semesteran dan 
prognosis realisasi 
anggaran

Dok 1 dokumen 1 dokumen            100.0
0 

 
  06.003 Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir 
Tahun

Input : Dana Rupiah             5,000,00
0 

         4,990,00
0 

             99.8
0 

    Output :     

 

   
Jumlah laporan 
keuangan akhir 
tahun

Dok 1 1            100.0
0 

 
  06.004 Penyusunan rencana 

kerja dan anggaran 
(RKA) SKPD

Input : Dana Rupiah 0 0                    
-   

    Output :     

 

   
Jumlah rencana 
kerja (Renja) dan 
Rencana Kerja 
Anggaran (RKA) 
SKPD

Dok 1 1            100.0
0 

      Jumlah
     2,127,668,00

0 
  1,995,378,43

4 
             93.7

8 
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1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian kinerja Inspektorat Daerah tahun 2020 dibandingkan dengan

target tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

Tabel  3.3  Perbandingan  antara  Target  dan  Realisasi  Kinerja  Inspektorat

Kabupaten Lumajang Tahun 2020 

NO
SASARAN

STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA 

TARGET
2020

REALISASI
2020

CAPAIAN

1 Meningkatnya 
system 
pengendalian 
internal 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
menuju good 
governance dan 
meningkatnya 
efektivitas 
manajemen 
risiko dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan

Persentase OPD
dengan 
maturitas SPIP 
level 3

50% 31% 62%

Nilai 
Kapabilitas 
APIP

3 3 100%

Persentase 
pemenuhan 
aksi 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi

75% 79% 105%

Sumber :  Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2020 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat terdapat  1 indikator kinerja yang

belum mencapai target kinerja yaitu persentase OPD dengan maturitas SPIP

level  3  dengan capaian sebesar  62%. Sedangkan 2  indikator  lainnya telah

memenuhi  target  yang  telah  ditetapkan  di  awal  tahun  pelaksanaan  yang

dituangkan dalam rencana kerja tahun 2020 dengan kategori capaian sangat

baik. 

Belum tercapainya target indikator kinerja dengan maturitas SPIP level

3 ini disebabkan karena kurangnya partisipasi OPD dan masih belum paham

akan  pentingnya  SPIP  pada  lingkungan  kerjanya  masing-masing.

Berdasarkan beberapa penilaian yang telah dilakukan masih didominasi pada
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OPD dengan klasifikasi rintisan dan masih berkembang. Untuk kedepannya

diharapkan dari klasifikasi berkembang ini akan menjadi terdefinisi bahkan

menjadi terkelola dan terukur.

Untuk indikator kinerja nilai kapabilitas APIP telah memenuhi target

yaitu level 3. Hal ini sama dengan capaian tahun sebelumnya, sehingga ini

mengindikasikan  apa  yang  telah  diperoleh  bisa  dipertahankan  dan  sesuai

dengan  target  yang  telah  ditetapkan.  Sedangkan  untuk  indikator  kinerja

persentase  pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi telah

melebihi  target  tahun  ini  yaitu  79%  dari  75%  target  yang  ditetapkan.

Pencapaian  taget  indikator  kinerja  ini  sebagai  bukti  telah  terlaksananya

program peningkatan percepatan pemberatasan  korupsi.  Diantara  kegiatan

yang  dilakukan  adalah  koordinasi,  monitoring  dan  evaluasi  dalam

pelaksanaan  percepatan  pemberantasan  korupsi  serta  pelaksanaan  saber

pungli  dan pengendalian gratifikasi.  Target,  realisasi  dan capaian indicator

kinerja Inspektorat Daerah tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah

ini:

Gambar 5. Diagram Perbandingan antara Target, Realisasi dan Capaian
Kinerja Inspektortat Daeraha Kabupaten Lumajang Tahun 2020
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2. Perbandingan Realisasi  Kinerja  Tahun Ini  dengan Kinerja  Tahun

Sebelumnya

Kinerja Inspektorat Daerah tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan

kinerja  tahun-tahun sebelumnya  karena  rencana kerja  tahun  2020 sudah

memakai  Renstra  Inspektorat  Daerah  Tahun  2018-2023  dan  memiliki

indikator  serta  target  yang  berbeda  dengan  Renstra  Inspektorat  Daerah

Tahun 2015-2019. Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja Inspektorat

daerah tahun 2020 dengan tahun sebelumnya.

Tabel  3.4 Perbandingan  Capaian Kinerja  Tahun  Ini  dengan  Tahun

Sebelumnya

NO SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA 

CAPAIAN KINERJA

2017 2018 2019 2020

1. Meningkatnya 
system 
pengendalian 
internal 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
menuju good 
governance dan 
Meningkatnya 
efektivitas 
manajemen risiko 
dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan

Persentase OPD
dengan 
maturitas SPIP 
level 3

0 0 77% 62%

Nilai Kapabilitas
APIP 0 0 100% 100%

Persentase 
pemenuhan 
aksi 
pencegahan dan
pemberantasan 
korupsi

0 0 123% 105%

Capaian kinerja Inspektorat Daerah tahun 2020 dibandingkan dengan

tahun  2019 mengalami  penurunan  capaian  untuk  indikator  kinerja

persentase OPD dengan maturitas level 3 sebesar 15% dan indikator kinerja

persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebesar

18%.  Sementara  itu  untuk indikator  kinerja  kapabilitas  APIP  masih  sama

yaitu dengan capaian 100%.
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Penurunan capaian kinerja persetase OPD dengan maturitas SPIP level

3 ini disebabkan adanya kenaikan target dari tahun sebelumnya. Sementara

jumlah OPD dengan maturitas SPIP level 3 dengan jumlah yang sama dengan

tahun sebelumnya. Perubahan nilai OPD untuk maturitas SPIP ini tergantung

kepada penerapan SPIP di wilayah kerja OPD masing-masing. Sementara itu

indikator kinerja persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberatasan

korupsi  juga  mengalami  penurunan  dari  tahun  sebelumnya.  Hal  ini

disebabkan  penurunan  anggaran  program  pendukung  indikator  kinerja

tersebut karena adanya refocusing anggaran akibat pandemik covid-19 yang

mengakibatkan kegiatan pendukung program tersebut tidak terlaksana secara

optimal.

Untuk indikator  kinerja  kapabilitas APIP  masih sama dengan tahun

sebelumnya.  Hal  ini  menunjukkan bahwa kompentensi  APIP  masih  sesuai

dengan  standar.  Perbandingan  capaian  kinerja  tahun  2020  dengan  tahun

sebelumnya dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 6. Diagram Perbandingan Capaian Kinerja Inspektortat Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Keterangan: pada tahun 2017 dan 2018 memiliki indikator yang berbeda

Tabel 3.5  Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 sampai dengan 2019

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KINERJA
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STRATEGIS 2017
(%)

2018
(%)

2019
(%)

1. Meningkatnya 
pengawasan 
internal menuju 
taat kelola 
pemerintahan yang 
baik (good 
governance) 

Persentase 
Rekomendasi hasil 
pengawasan yang 
Ditindak Lanjuti 

101 98 0 

Persentase Perangkat 
Daerah & Desa Yang 
Bebas Dari Temuan 
Kerugian Negara Oleh 
BPK-RI Dan Kasus 
Hukum Oleh APH 

100,78 101,91 0 

Persentase OPD yang 
melaksanakan zona 
integritas menuju 
WBK 

28,3 40,06 0 

Persentase 
Pengendalian Risiko 
SKPD berdasarkan 
RTP pada level 3 
maturitas SPIP 

89,62 85,07 0

2 Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja dan 
pelayanan publik 

Persentase Perangkat 
Daerah Yang 
Mendapatkan Nilai 
Evaluasi SAKIP 
Minimal B 

83,56 73,11 0

Persentase Kasus/ 
Pengaduan 
Masyarakat Yang 
Ditindak Lanjuti APIP 
sesuai standar 

105 114 0

3 Meningkatnya 
system 
pengendalian 
internal 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
menuju good 
governance dan 
Meningkatnya 
efektivitas 
manajemen risiko 

Persentase OPD 
dengan maturitas 
SPIP level 3

0 0 77

Nilai Kapabilitas 
APIP

0 0 100

Persentase 
pemenuhan aksi 
pencegahan dan 
pemberantasan 

0 0 123
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dalam 
penyelenggaraan 

korupsi

Pada Renstra Inspektorat Daerah tahun 2018-2023, indikator sasaran

tahun  2018  berubah  menjadi  indikator  program  maupun  kegiatan.  Hasil

analisis dan evaluasi renstra sebelumnya, masih terdapat indikator yang lebih

makro yang dapat dijadikan indikator sasaran Inspektorat Daerah, sehingga

terdapat perbedaan indikator sasaran pada renstra Inspektorat Daerah tahun

2018-2023 dengan renstra sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi  Kinerja Tahun Ini dengan Target Renstra

2018-2023

Rencana kerja tahun 2020 merupakan gradasi dari Rencana Strategis

Inspektorat  Daerah  yang  tertuang  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka

Menengah  Daerah.  Berikut  adalah  perbandingan  antara  realisasi  kinerja

tahun 2020 dengan target renstra 2018-2023.

Tabel 3.6 Perbandingan Kinerja Tahun Ini dengan Target Restra 2018-2023

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
KINERJA
TAHUN
2020

TARGET
RENSTRA
2018-2023

1. Meningkatnya sistem 
pengendalian internal 
penyelenggaraan 
pemerintahan menuju
good governance dan 
meningkatnya 
efektivitas manajemen
risiko dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan

Persentase OPD 
dengan maturitas 
SPIP level 3

31% 90%

Nilai Kapabilitas 
APIP

3 3,5

Persentase 
pemenuhan aksi 
pencegahan dan 
pemberantasan 

79% 80%
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korupsi

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2020 (Data diolah)

Dari tabel 3.5 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan dari 3 indikator

telah menunjukkan posisi positif dalam rangkaian upaya pencapaian target

renstra 5 tahun ke depan. Indikator persentase OPD dengan maturitas SPIP

level  3  masih  tercapai  31%.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  masih  perlu

ditingkatkan lagi terkait dengan tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan,

peningkatan  nilai  SAKIP  Perangkat  Daerah,  kepatuhan  Perangkat  Daerah

terhadap  ketentuan  perundang-undangan,  evaluasi  mandiri  pelaksanaan

reformasi birokrasi dan implementasi pembinaan terhadap perangkat daerah

dan perangkat desa.

Indikator  kinerja  Nilai  kapabilitas  APIP  masih tercapai  3  dari  target

renstra 3,5. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan professional tenaga

pemeriksa  dan  aparatur  pengawasan  masih  perlu  ditingkatkan  lagai.

Sementara itu untuk Indikator persentase pemenuhan aksi pencegahan dan

pemberantasan  korupsi  mencatatkan  posisi  mendekati  dari  target  renstra

yaitu  79%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  upaya  pemenuhan  rencana  aksi

daerah  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  (RAD  PPK)  di  Kabupaten

Lumajang berjalan dengan baik dengan dukungan dari semua pihak terutama

perangkat daerah yang menjadi area intervensi RAD PPK.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan target renstra dapat

dilihat gambar sebagai berikut:
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Gambar 7. Diagram Perbandingan Capaian Kinerja Inspektortat Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dengan target renstra 2018-2023

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standart Nasional

Capaian kinerja Inspektorat daerah tahun 2020 dibandingkan dengan

target nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

NO
SASARAN

STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA 

Realisasi
2020 

Target
Nasional

Ket
(+/-)

1. Meningkatnya 
system pengendalian
internal 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
menuju good 
governance dan 
Meningkatnya 
efektivitas 
manajemen risiko 
dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan

Persentase OPD 
dengan 
maturitas SPIP 
level 3

31% -

Nilai Kapabilitas 
APIP 3 -

Persentase 
pemenuhan aksi 
pencegahan dan 
pemberantasan 
korupsi

79% 100% -

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2020 (Data diolah)
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Dari tabel 3.6 terlihat bahwa hanya ada 1 indikator yang mempunyai

perbandingan target nasional yaitu persentase pemenuhan aksi  pencegahan

dan  pemberantasan korupsi.  Melalui  Kopsurgah  (Koordinasi  dan  Supervisi

Pencegahan)  KPK telah  menetapkan daerah  untuk  mencapai  target  100%.

Kondisi itu menggambarkan capaian kinerja pemerintah daerah dalam upaya

meminimalisir bahkan menghilangkan celah terjadinya tindak pidana korupsi

sehingga pemerintah daerah dapat mencapai tujuan, misi dan visi yang telah

ditetapkan dalam RPJMD.

5. Analisis  Penyebab  Keberhasilan atau  Kegagalan  Peningkatan/

Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah Dilakukan

Berdasarakan capaian yang telah dipaparkan sebelumnya, 2 indikator

memiliki  capaian  sangat  baik  yaitu  nilai  kapabilitas  APIP  dan  persentase

pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sedangkan capaian

indikator  persentase  OPD  dengan  maturitas  SPIP  level  3  masuk  dalam

kategori  cukup  baik. Adapun  analisis  keberhasilan  atau  kegagalan  dapat

dijelaskan sebagai berikut :

a. Persentase OPD dengan Maturitas SPIP Level 3

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI)

adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan

secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap

empat hal yaitu :

1) Tercapainya  tujuan  organisasi/penyelenggaraan  pemerintahan  melalui

kegiatan yang efektif dan efisien;

2) Keandalan pelaporan keuangan;
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3) Pengamanan aset negara;

4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakan dengan baik

dan benar, SPIP yang memadai dengan maturitas yang tinggi akan memberi

jaminan  dimana seluruh penyelenggara pemerintahan, mulai dari pimpinan

hingga  pegawai  akan melaksanakan tugasnya dengan jujur  dan taat  pada

peraturan,  aset  Negara  yang  jauh  dari  penyalahgunaan,  pelaporan  yang

berkualitas dan menunjukkan kondisi yang sebenarnya dan tujuan organisasi

yang tercapai secara efektif, efisien dan ekonomis. 

Terkait  dengan  penyelenggaraan  SPIP,  Pemerintah  Kabupaten

Lumajang telah menerbitkan :

1. Peraturan  Bupati  Lumajang  Nomor  14  Tahun  2010  tentang

Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang

2. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/300/427.12/2014 tentang

Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Peraturan  Bupati  Lumajang  Nomor  14

Tahun  2010  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian  Internal

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang,

3. Surat  Keputusan  Bupati  Lumajang  Nomor  188.45/174/427.12/2017

tentang Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendali Intern

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang,

4. Surat  Keputusan  Bupati  Lumajang  Nomor  188.45/310/427.12/2017

tentang Pedoman Penilaian Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lumajang.

5. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa syarat penilaian resiko antara lain:

1) Telah ada SK Satgas SPIP;

2) Telah ada Surat Tugas Periode penilaian resiko internal dan atau;

3) Ada Informasi resiko dari hasil pemeriksaan.

Satgas  SPIP  merupakan  perwakilan  dari  masing-masing  OPD  yang

menjadi perpanjangan tangan dari Inspektorat  daerah  dan diharapkan bisa
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melaksanakan pengawasan  intern  secara kontinyu dan terstruktur di setiap

satuan kerjanya.

Secara  umum maturitas  SPIP  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten

Lumajang masih rendah, yang ditunjukkan dengan :

1) Rendahnya  nilai  maturitas  penyelenggaraan  SPIP  pada  Pemerintah

Kabupaten  Lumajang  yaitu  hanya  mencapai  3,050  berdasarkan  Hasil

Evaluasi Maturitas SPIP dari BPKP, dimana berdasarkan Laporan tersebut

beberapa poin indikator maturitas masih belum optimal. 

2) Terdapat banyaknya temuan baik keuangan, aset, dan lainnya baik yang

ditemukan oleh APIP maupun temuan BPK bahkan Opini BPK atas LKPD

tahun  2017  masih  WDP  dan  LKPD  tahun  2018  masih  WTP  dengan

catatan yang masih  lemah di  dalam pencatatan  dan pengelolaan  aset,

bahkan  terdapat  kasus  kerugian  Negara  yang  diproses  hukum  yang

menunjukkan  bahwa  penyelenggaraan  SPIP  masih  sangat  lemah  pada

perangkat daerah dan berdampak pada pemkab;

3) Hasil penilaian mandiri SPIP oleh Inspektorat Daerah menunjukkan 72%

perangkat daerah nilai maturitas SPIP pada level 3 ke bawah, dan hanya

28% atau sejumlah 16 OPD dengan nilai maturitas level 3.

Perangkat  Daerah  kurang  memahami  pentingnya  SPIP  dalam

organisasinya  dan  menggangap  sebagai  tugas  tambahan,  padahal  SPIP

seharusnya sudah terintegrasi dengan tugas dan fungsi dan setiap aktivitas

dalam organisasi  tersebut.  Kondisi  tersebut  tampak dari  perangkat  daerah

yang mememenuhi/menyusun  Rencana Tindak  pengendalian  (RTP)  kurang

dari 70%.

b. Nilai Kapabilitas APIP

Upaya  reformasi  birokrasi  dalam  bidang  pengawasan  untuk

mewujudkan peran APIP yang efektif  termaktub dalam dalam pasal  11 PP

Nomor  60  Tahun  2008.  Efektifitas  peran  APIP  tersebut  menuntut  APIP

memiliki kapabilitas yang memadai. Untuk melaksanakan perannya dengan

40



efektif,  selaras  dengan  RPJMN  2015-2019 diharapkan  APIP  memiliki

kapabilitas  di  Level  3  (Integrated)  dan  sejalan  dengan  misi  ketiga  RPJMD

Kabupaten Lumajang Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel,

dan  transparan  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik,  benar,  dan

bersih  (good  and  clean  governance)  pemenuhan  kapabilitas  APIP  adalah

sebuah keharusan.

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas

pengawasan  yang  terdiri  dari  tiga   unsur   yang   saling   terkait   yaitu

kapasitas,  kewenangan,  dan  kompetensi  Sumber  Daya  Manusia (SDM)

APIP yang harus dimiliki  APIP agar  dapat  mewujudkan peran APIP secara

efektif.  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Lumajang  selalu  mengupayakan

kenaikan  nilai  kapabilitas  APIP  dengan  dasar  target  sasaran  renstra

Inspektorat daerah Tahun 2018-2023.

Inspektorat  Daerah  Kabupaten Lumajang telah mencapai  kapabilitas

APIP  level  3  pada  tahun  2019  dan  2020.  Inspektorat  Daerah  Kabupaten

Lumajang adalah salah satu dari lima kabupaten/kota di Jawa Timur yang

telah mencapai  kapabilitas APIP level  3.  Nilai  kapabilitas APIP pada tahun

2020 jika dibandingkan dengan tahun lalu adalah sama.

Tabel  3.8   Perbandingan  Kapabilitas  APIP  Inspektorat  Kabupaten  Daerah

Lumajang Tahun 2019 dan 2020

N
o Elemen

Level
2019 2020

1 Peran dan layanan 3 3
2 Pengelolaan sumber daya manusia 2 3
3 Praktik profesional 2 3
4 Akuntabilitas dan manajemen kinerja 3 3
5 Budaya dan hubungan organisasi 3 3
6 Struktur dan tata kelola 3 3

Sumber :  Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
Inspektorat daerah Lumajang Tahun 2019-2020
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Untuk  mencapai  kapabilitas  APIP  level  3,  perbaikan  yang dilakukan

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang mencakup empat belas key process

area (KPA), yaitu:

No Elemen KPA level 3
1 Peran dan layanan APIP Audit Kinerja/Program Evaluasi

Layanan Konsultansi
2 Pengelolaan SDM Koordinasi Tim

Pegawai yang Berkualifikasi Profesional
Membangun Tim dan Kompetensinya

3 Praktik Profesional Perencanaan Audit Berbasis Risiko
Kualitas Kerangka Kerja Manajemen

4 Akuntabilitas dan
Manajemen Kinerja

Pelaporan Manajemen APIP
Informasi Biaya
Pengukuran Kinerja

5 Budaya dan
Hubungan Organisasi

Komponen Manajemen Tim yang 
Integral
Koordinasi dengan Pihak Lain yang 
memberikan
Saran dan Penjaminan

6 Struktur Tata Kelola Mekanisme Pendanaan
Pengawasan Manajemen terhadap 
kegiatan APIP

Dengan telah tercapainya kapabilitas APIP level 3, Inspektorat  Daerah

Kabupaten  Lumajang  dituntut  untuk  terus  berbenah  diri  dan  melakukan

continuous improvement untuk memberikan penjaminan mutu yang akuntabel

terhadap semua kegiatan yang dilaksanakannya. Beberapa langkah strategis

yang  akan  diambil  untuk  meningkatkan  kapabilitas  APIP  adalah  sebagai

berikut: 

1) Meningkatkan  kematangan  manajemen  resiko  dan

mengimplementasikan  kapabilitas  APIP  level  3  dengan  melakukan

penilaian efektivitas manajemen risiko pemerintah daerah.

2) Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada

level 3 dengan mengimplementasikan Key Process Area (KPA) secara baik

dan  terus  menerus  (institutionalized)  dan  mempersiapkan  diri  untuk

menuju level kapabilitas yang lebih tinggi. 
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3) Melakukan  self assessment secara berkala untuk menjaga memelihara

kapabilitas APIP level 3

c. Persentase  Pemenuhan  Aksi  Pencegahan  dan  Pemberantasan

Korupsi

Pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  merupakan  fokus  utama

pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. KPK meluncurkan KOPSURGAH

(Koordinasi  dan  Supervisi  Pencegahan  Korupsi)  yang  dilaksanakan  oleh

seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia. Kopsurgah meliputi 8 area

intervensi yaitu.

1) Perencanaan dan Penganggaran APBD

2) Pengadaan Barang dan Jasa

3) Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4) Kapabilitas APIP

5) Manajemen ASN

6) Tata Kelola Dana Desa

7) Optimalisasi Pendapatan Daerah

8) Manajemen Aset Daerah.

Capaian  persentase upaya  pemenuhan  aksi  pencegahan  dan

pemberantasan korupsi tahun 2020 telah melampaui target yang ditetapkan

yaitu 79,4% dari target 75%. Nilai tersebut merupakan rata-rata capaian 8

area intervensi yang dilaksanakan OPD pengampu.

Tabel 3.9  Perbandingan Capaian 8 Area Intervensi Tahun 2018, 2019 dan

2020

No Area Intervensi
Capaia

n 2018

Capaian

2019

Capaian

2020
Ket

1 Perencanaan  dan
penganggaran APBD 62% 94%

82,5%

2 Pengadaan barang dan jasa 51% 85% 65,4%
3 Pelayanan terpadu 1 pintu 66% 95% 85,6%
4 Kapabilitas APIP 60% 80% 81,3%
5 Manajemen ASN 45% 88% 88,5%
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6 Tata Kelola Dana Desa 69% 85% 80,4%
7 Optimalisasi Pendapatan 

Daerah 38% 86%
78,7%

8 Manajemen Aset Daerah. 71% 76% 72,8%
Rata-Rata 58% 86% 79,4%

Sumber : Data MCP KPK Tahun 2018, 2019 dan 2020

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa terdapat peningkatan 28% dari

tahun 2018 ke 2019 dan peningkatan 21,4% pada tahun 2020 dibandingkan

tahun  2018.  Inspektorat  Daerah  telah  melakukan  upaya  baik  langkah

strategis  dan  operasional  pada  tahun  2020  untuk  meningkatkan  capaian

pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Adapun kegiatan

yang telah dilakukan Inspektorat daerah adalah :

1) Evaluasi rencana aksi setiap tribulan ( B03, B06, B09, B12)

2) Melakukan update rencana aksi setiap tribulan dari hasil evaluasi

3) Melaksanakan coaching clinic (pembinaan) kepada perangkat daerah yang

terkait dengan area intervensi RAD PPK.

4) yang terkait dengan area intervensi RAD PPK.

Berikut  adalah penjelasan dari  capaian 8 area intervensi  Kabupaten

Lumajang tahun 2020.

1) Perencanaan dan Penganggaran APBD (82,5%)

Masih  terdapat  5  sub  area  intervensi  yang  perlu  diperhatikan  dan

dipenuhi dalam area Perencanaan dan penganggaran APBD yaitu: 

a. Dokumentasi  Musrembang,  Pokir  DPRD  dan  Forum  Prangkat  Daerah

dengan persentase 85%, 

b. Standar Satuan Harga (SSH) dengan persentase 38%, 

c. Analisis Standar Biaya (ASB) dengan persentase 56%, 

d. Penganggaran APBD dengan persentase 86% 

e. Integrasi perencanaan dan penganggaran APBD dengan persentase 75%

Dokumentasi  musrembang   yang  telah  dilakukan  seharusnya

dilengkapi  dengan  data  usulan  dan  proses  telaahan  Bappeda  untuk

44



mengakomodir  usulan  dan  membuat  berita  acara  hasil  musrembang.

Dokumen pokir DPRD kurang menjelaskan proses pengusulan tahun berjalan

untuk  APBD  tahun  berikutnya  yang  mencakup  mekanisme  untuk

menyampaikan Pokir DPRD, data Pokir dewan per anggota dewan dan proses

telaahan Bappeda untuk mengakomodir Pokir. Implementasi standar satuan

harga  seyogyanya  melampirkan  contoh  dokumen  pengajuan  pencairan

anggaran dan contoh dokumen pertanggungjawaban keuangan. Inspektorat

Daerah  Kabupaten  Lumajang  telah  melakukan  reviu  SSH dan  melakukan

tindak lanjut hasil reviu SSH.

Aplikasi  APBD  seharusnya  dapat  menggambarkan  rincian  anggaran

pada masing-masing OPD, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran

harus  disesuaikan dengan pagu anggaran  yang telah  ditetapkan dan peta

anggaran  baik  yang  sudah  digunakan,  belum  digunakan  maupun  sisa

anggaran.  Selain  itu  alur  penggunaan  aplikasi  anggaran  APBD  yang

menjelaskan  bagaimana  mekanisme  penggunaan  aplikasi  penganggaran

dalam pencairan sampai pertanggungjawaban APBD.

2) Pengadaan Barang dan Jasa (65,4%)

Masih  terdapat  5  sub  area  intervensi  yang  perlu  diperhatikan  dan

dipenuhi dalam area Pengadaan Barang dan Jasa yaitu

a. UKPBJ struktural dan pokja permanen dengan persetase 89%

b. Pelaksanaan Tupoksi dengan persentase 70%

c. Perangkat pendukung dengan persentase 67%

d. Penayangan SIRUP dengan persentase 85%

e. Pengendalian dan pengawasan dengan persentase 5%

Pokja UKPBJ seharusnya bersifat permanen yang ditetapkan dengan

Surat  Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan anggota pokja UKPBJ.

Ketersediaan  fungsional  PBJ  dengan  melakukan  analisis  perhitungan

kebutuhan jabatan fungsional dalam UKPBJ yang meliputi data kebutuhan,

data existing dan analisanya yang disahkan oleh Sekretaris Daerah dengan

perhitungan mengacu pada Perka LKPP 14 tahun 2013. Pelaksanaan reviu
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perencanaan PBJ  semestinya  dilengkapi  dengan informasi  yang mencakup

pendahuluan,  tujuan  dan  waktu  pelaksanaan,  10  paket  strategis  nilai

terbesar  yang  menunjang  visi  dan  misi  Kepala  Daerah  dan  tabel  yang

menunjukkan  kesesuaian  SIRUP  dengan  belanja  langsung  pada  masing-

masing OPD.

Dalam  sub  Indikator  pengecekan  kualifikasi  vendor  yang  harus

diperhatikan adalah data vendor sudah terdokumentasi tapi belum tercatat

dalam 10 proyek strategis. Database vendor setidaknya meliputi kemampuan

keuangan,  kemampuan  teknis  (SDM  dan  Sarana  Prasarana)  serta  hasil

kinerja  vendor.  Laporan  evaluasi  kegiatan  PBJ  per  triwulan  dari  UKPBJ

kepada  Sekretaris  daerah  menginformasikan  jumlah  paket  PBJ  yang

terlaksana, periode kegiatan PBJ, Nilai pagu anggaran, hasil penawaran dan

efisiensi  keuangan  daerah  (nilai  rupiah  hasil  penawaran)  dan  nama

perusahaan  dan  direktur/kontak  pemenang.  Perangkat  pendukung  terkait

TPP khusus UKPBJ seharusnya ada regulasi TPP khusus berdasarkan resiko.

Dalam  upaya  pengendalian  dan  pengawasan  belum  dilakukan  audit

kepatuhan terhadap kegiatan PBJ serta laporan tindak lanjut rekomendasi

hasil audit kepatuhan PBJ hanya dilakukan audit IT PBJ karena keterbatasan

anggaran yang terkait kegiatan tersebut.

3) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (85,6%)

Masih  terdapat  3  sub  area  intervensi  yang  perlu  diperhatikan  dan

dipenuhi yaitu 

a. Regulasi dengan persentase 83%

b. Proses perizinan dengan persentase 85%

c. Pengendalian dan pengawasan dengan persentase 80%

Peraturan Kepala Daerah terkait Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

masih dalam proses penyusunan dan masih berupa draft yang rencana akan

diimplementasikan  pada  tahun  2021.  Selain  itu  belum  adanya  Surat

Keputusan Kepala Daerah tentang Kode Etik Pelayanan Perizinan. Inspektorat

Daerah  telah   melakukan  fungsi  audit  kepatuhan  terhadap  Pendelegasian

46



kewenangan  perizinan,  melakukan  rekomendasi  audit  teknis.  Konfirmasi

status  wajib  pajak  yang  masih  bersifat  manual  antar  SKPD  terkait  dan

kedepan  akan  dilakukan  secara  aplikasi  dan  membuat  laporan

penanganan/tindak lanjut secara berkala.

4) Kapabilitas APIP (81,3%)

Masih  terdapat  4  sub  area  intervensi  yang  perlu  diperhatikan  dan

dipenuhi yaitu :

a. Kecukupan APIP dengan persentase 80%

b. Ketersedian anggaran dengan persentase 65%

c. Probity Audit dengan persentase 70%

d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan internal  dan ekternal dengan persetase

88%

Kecukupan SDM di Inspektorat Daerah telah menjadi permasalah yang

cukup  lama  dikarenakan  adanya  kebijakan  dari  Pemerintah  Pusat  terkait

moratorium PNS dan terbatasnya kuota CPNS khususnya untuk Isnpektorat.

Inspektorat  telah  berupaya  mengusulkan  kebutuhan  CPNS,  namun  tidak

semua dapat dipenuhi dikarenakan adanya kebijakan baik di tingkat Pusat

maupun Daerah. Data kecukupan APIP ini terkait  dengan data anjab ABK

APIP yang telah disahkan oleh Sekretaris Daerah dan data ketersediaan APIP

riil tahun berjalan baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat

yang ditandatangani oleh Inspektur.

Terkait  dengan  sub  intervensi  ketersediaan  anggaran  pada  sub

indikator  kesesuaian  dengan  regulasi  dan  efektivitas  anggaran  harus

menginformasikan  lebih  lanjut  pada  triwulan  berikutnya  apabila  terdapat

pergeseran  terkait  adanya  alokasi  anggaran  penanganan  pandemi  covid.

Laporan  hasil  probity  audit  dilengkapi  dengan  rekapitulasi  pelaksanaan

probity audit Inspektorat Daerah yang telah melakukan 3 Kegiatan probity

audit yang merupakan bagian 10 dari proyek strategis dengan nilai terbesar di

Pemerintah Daerah.
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Kesesuaian regulasi dan efektivitas anggaran berkaitan dengan adanya

informasi dan pergeseran anggaran terkait dengan covid. Probity audit adalah

pemeriksaan  yang  dilakukan  dengan  bentuk  pendampingan  mulai  proses

perencanaan  hingga  evaluasi  pekerjaan.  Inspektorat  Daerah  Kabupaten

Lumajang tahun 2020 telah melakukan 3 laporan hasil  probity audit yang

merupakan  bagian  dari  10  proyek  strategis  dengan  nilai  terbesar  di

Pemerintah daerah. Probity  audit  yang dilakukan pada pembangunan fisik

jembatan  dan  pembangunan  pasar  sebagai  upaya  untuk  meminimalisir

kesalahan adminstratif  dan  kesalahan lainnya yang dapat  mengarah  pada

kerugian negara.

Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Lumajang  melakukan  tindak  lanjut

hasil pemeriksaan baik pemeriksaan internal maupun ekternal. Laporan hasil

tindak  lanjut  berupa  rekapitulasi  rekomendasi  yang  disampaikan,

rekapitulasi jumlah tindak lanjut dan rekapitulasi jumlah keuangan daerah

yang berhasil dikembalikan. 

5) Manajemen ASN (88,5%)

Masih terdapat  3  sub  area  intervensi  yang  perlu  diperhatikan  dan

dipenuhi yaitu :

a. Penilaian Kinerja dengan persentase 94%

b. Pola  rekruitmen,  promosi,  rotasi,  mutasi,  pemberhentian  pejabat  ASN

dengan persentase 60%

c. Benturan kepentingan dengan persentase 80%

Evaluasi Dalam hal pelaksanaan TPP, BKD perlu merumuskan ulang

perhitungan TPP dengan memasukkan unsur pengawasan sebagai salah satu

unsur  penilaian  selain  yang  telah  ada.  Pelaksanaan  pemberian  TPP  perlu

dilengkapi  dengan  rencana  penerapan/pengembangan  SIPERLU  yang

terintegrasi  untuk  menilai  kinerja  berdasarkan  perjanjian  kinerja/sasaran

kinerja individu (IKI) sesuai ketentuan dan  targetnya. Tambahan penghasil

Pegawai  juga  harus  mengakomodir  kewajiban  pelaporan  LHKPN/LHKASN,

gratifikasi, Barang Milik Daerah, TPTGR dalam pemberian/pencairan TPP.
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Pola  rekrutmen,  promosi,  rotasi,  mutasi  dan  pemberhentian  pejabat

ASN,  terkait  dengan  audit  kepegawaian  diperlukan  laporan  hasil  audit

kepegawaian  dan  laporan  tindaklanjut  atas  rekomendasi  hasil  audit

kepegawaian. Sementara dalam evaluasi benturan kepentingan terdapat poin

yang  perlu  disempurnakan  diantaranya  SOP  dan  kegiatan  sosialisasi

benturan kepentingan yang belum diinformasikan pelaksanaannya. 

6) Tata Kelola Dana Desa (80,4%)

Masih  terdapat  4  sub  area  intervensi  yang  perlu  diperhatikan  dan

dipenuhi pada area tata kelola dana desa yaitu :

a. Publikasi dana desa dengan persentase 93%

b. Implementasi Siskeudes dengan persentase 93%

c. Implementasi Siswakeudes dengan persentase 0%

d. Pengawasan Dana Desa 89 %

Publikasi APBDes untuk Sub indikator publikasi APBDes telah tercapai

100%, namun untuk publikasi laporan pertanggungjawababan dan realisasi

APBDes  telah  disampaikan  yang  hanya  tercapai  85%  dari  target  yang

ditetapkan.  Untuk  indikator  implementasi  SISKEUDES,  sub  indikator

implementasi  SISKEUDES  dan  laporan  keuangan  melalui  SISKEUDES

masing-masing yang tercapai  100%, namun untuk sub indikator RAPBDes

melalui SISKEUDES masih 80% hal ini karena belum dibuat resume dalam

sebuah laporan dari setiap indikator berikutnya yang disusun oleh DPMD.

SISWAKEUDES  belum  diterapkan  oleh  DPMD  dalam  upaya

pengawasan SISKEUDES. Seharusnya dilakukan pengawasan melalui aplikasi

SISWAKEUDES yang menunjukkan substansi pengawasan dana desa serta

laporan  progress  atau  tindak  lanjut  terkait  implementasi  SISWAKEUDES.

Pengawasan  internal  sangat  penting  dilakukan  selain  adanya  pengawasan

dari eksternal seperti dari Inspektorat Daerah atau pihak lain. DPMD perlu

mengambil  langkah  pro  aktif  seperti  berkoordinasi  dengan  BPKP  dalam

rangka penerapan SISWASKEUDES.

49



Pengawasan dana desa pada sub indikator pelaporan kepada DPMD

untuk  rekapitulasi  desa  belum  tepat  waktu  dan  keterlambatan  dalam

penyampaian  dana  desa.  Selain  itu  untuk  pelaporan  kepada  Inspektorat

Daerah masih belum tercapai sesuai target, rekapitulasi data dari DPMD yang

diberikan  Inspektorat  Daerah  berupa  data  desa  yang  sudah  dan  belum

menyampaikan laporan pertanggungjawaban desa, data realisasi penyaluran

dana  desa  per  masing-masing  desa  sesuai  dengan  peraturan  penggunaan

dana desa tahun 2020, data realisasi penyerapan dana desa tahun 2020, data

realisasi  capaian  keluaran  dana  desa  tahun  2020  dan  data  realisasi

pemantauan sisa dana desa di rekening kas desa tahun 2020.

7) Optimalisasi Pajak Daerah (78,7%)

Masih  terdapat  2  sub  area  intervensi  yang  perlu  diperhatikan  dan

dipenuhi yaitu:

a. Penagihan piutang pajak dengan persentase 85%.

b. Peningkatan pajak dengan persentase 50%

Belum  tercapai  penagihan  piutang  pajak  disebabkan  karena  sub

indikator  capaian  penagihan  piutang  pajak  masih  belum  100%.  Untuk

peningkatan  pajak  dengan  sub  indikator  peningkatan  mata  pajak  yang

dintervensi dan peningkatan total pajak masih belum tercapai. Hal ini karena

laporan peningkatan pajak pada masing-masing mata pajak yang diintervensi

dengan  membandingkan  perolehan  pajak  tahun  2019  dan  tahun  2020,

dengan target kenaikan 30% belum terpenuhi dan laporan peningkatan pajak

secara  keseluruhan  yang  membandingkan  perolehan  seluruh  mata  pajak

pada tahun 2019 dan tahun 2020 hanya ada kenaikan 1%.

8)   Manajemen Aset Daerah (72,8%)

Terdapat 4 sub area intervensi yang perlu diperhatikan dan dipenuhi

yaitu:

a. Database aset dengan persentase 78%

b. Pengelolaan aset dengan persentase 80%

c. Sertifikat aset dengan persentase 55%
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d. Penertiban dan pemulihan aset dengan persentase 83%

Terkait  dengan  area  intevensi  database  aset,  masih  terdapat  sub

indikator  aplikasi  penatausahaan  aset  telah  menggunakan  aplikasi

perencanaan  pada  aplikasi  penatausahaan  BMD  dan  sudah  terintegrasi

dengan dengan  e-budgeting. Pada sub indikator rekonsiliasi telah dilakukan

pada 5 unit kerja, namun belum memberikan informasi yang tertuang dalam

laporan naratif beberapa data keseluruhan yang telah dilakukan rekonsiliasi

antara lain aset yang telah bertabah/berkurang selama tahun berjalan dan

telah  dicatat  sebagai  aset  daerah,  aset  bermasalah,  aset  yang  belum

tersertifikasi dan kendala, hambatan/permasalahan.

Terkait  dengan area intervensi  pengelolaan aset,  masih terdapat sub

indikator regulasi dan pengawasan yang belum tercapai sesuai target. Hal ini

karena  belum  dilengkapinya  Peraturan  Kepala  Daerah  tentang

sistem/prosedur pengelolaan BMD dan SK Kepala Daerah terkait penetapan

SOP  setiap  jenis  pengelolaan  BMD terkait  pemanfaatan,  pengamanan  dan

pemeliharaan  serta  penatausahaan.  Untuk  pengawasan  masih  perlu

dilakukan pengawasan secara periodik untuk memonitoring aset bidang yang

masih dalam proses sertifikasi. Data sertifikasi aset telah disampaikan namun

data  target  dan  realisasi  anggaran  belum  disampaikan  dari  tahun  2018

sehingga tidak dapat dilihat data target trendnya.  Laporan progres penertiban

dan pemulihan telah disampaikan dan kiranya dapat terus diupdate.

Pengawasan Pengendalian Aset Daerah masih memiliki persentase RAD

PPK  yang  rendah.  Beberapa  hal  yang  menjadi  catatan  untuk  dilengkapi

sebagai pemenuhan RAD PPK adalah:

a) Belum  dilengkapi  laporan  penyelesaian  aset  bermasalah  (presentase

penyelesaian aset bermasalah)

b) Tindaklanjut  atas  pemenuhan  aset  bermasalah  belum  dimunculkan

persentase nilai untuk Laporan hasil rekonsiliasi BMD oleh Biro / Bagian

Aset  Daerah  bersama  masing  -  masing  OPD  dan  Laporan  Hasil

Inventarisasi Aset Daerah yang bermasalah
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c) Belum  mengkoordinasikan  pemenuhan  ASB  yang  dilengkapi  dengan

manual book dan SK Penetapan Penggunaan

d) Belum  melengkapi  Dokumen  Penyerahan  RAPBD  2020,  Pengesahan

RAPBD 2020, dan dokumen lain terkait dengan penyusunan RAPBD 2020

Dalam upaya mencapai persentase penuh (100%) rencana aksi daerah

pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  di  Kabupaten  Lumajang,  APIP

mengambil langkah strategis dengan menempatkan diri tidak hanya sebagai

pengawas pemerintahan daerah,  tetapi  juga mitra  kerja  perangkat  daerah.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

1) Memberikan  bimbingan  dengan  intensif  pemenuhan  pencegahan  dan

pemberantasan korupsi untuk OPD pengampu 8 elemen area intervensi

Kopsurgah

2) Membuka  layanan  konsultasi  yang  terintegrasi  dengan  Inspektorat

Service Center (ISC)

3) Melakukan  evaluasi  dan  update  tribulan  pemenuhan  rencana  aksi

pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD PPK) melalui Monitoring

Center for Prevention (MCP)

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai  upaya  mewujudkan  kinerja  yang  baik,  Inspektorat  Daerah

didukung  dengan  anggaran  yang  memadai serta  dapat

dipertanggungjawabkan  penggunaannya.  Inspektorat  Daerah  Kabupaten

Lumajang  dalam  melaksanakan  seluruh  program  kerja  didukung  oleh

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam DAU sebagaimana

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari

setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai

berikut:

Tabel  3.10  Alokasi  Per  Sasaran Inspektorat  Daerah Kabupaten Lumajang

Tahun 2020
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NO SASARAN 
INDIKATOR
KINERJA

ANGGARAN
Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya 

system 
pengendalian 
internal 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
menuju good 
governance dan 
Meningkatnya 
efektivitas 
manajemen 
risiko dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan

Persentase 
OPD dengan 
maturitas 
SPIP level 3

1.085.576.000 1.018.090.00
0 

93,78

Nilai 
Kapabilitas 
APIP

72.891.000 68.596.000 94,11

Persentase 
pemenuhan 
aksi 
pencegahan 
dan 
pemberantas
an korupsi

969.201.000 908.692.434 93,76

Sumber : CALK Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2020

Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  anggaran  yang  tersedia  untuk

Inspektorat Daerah dipergunakan dengan efisien dan efektif untuk mencapai

target sasaran tahun 2020. 

7. Analisis  Program/Kegiatan  yang  Menunjang  Keberhasilan

Pencapaian Kinerja

Inspektorat  Daerah  dalam  melaksanan  program  dan  kegiatan

menggunakan analisis input, proses dan output. Dari 5 program utama dan 3

program penunjang yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat daerah secara

transparan,  akuntabel  serta  berorientasi  hasil  telah  menghasilkan  kinerja

dengan kategori sangat baik dimana semua program dan kegiatan yang ada

telah mendukung dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah.

a. Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
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Inspektorat Daerah sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan

wajib  melaksanaan  pemeriksaan  terhadap  perangkat  daerah  dan  seluruh

elemen  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Lumajang.  Berikut  adalah

kinerja Inspektorat dalam melaksakanan pemeriksaan.

Tabel  3.11   Jenis  dan  Jumlah  Obyek  Pemeriksaan  Inspektorat  Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2020

No Jenis Pemeriksan Jumlah Obyek Pemeriksaan
1 Pemeriksaan 

Reguler
3 Perangkat Daerah
0 Desa

0 Kelurahan

2 Pemeriksaan 
Dengan Tujuan 
Tertentu

PDTT Indikasi penyimpangan dalam pengelolaan
dana bantuan keuangan khusus desa wonoayu 
kecamatan Ranuyoso 
PDTT Pelaksanaan pengadaan baranga/jasa 
darurat bencana dalam rangka percepatan 
penanganan covid-19 pada RSUD dr. Haryoto
PDTT Indikasi pelanggaran ketentuan oleh 
kasun Danurejo desa Gondoruso Kecamatan 
Pasirian
PDTT atas pengelolaan dana BOS dalam masa 
pandemic covid-19 di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Lumajang Tahun 2020
PDTT atas audit Teknologi Informasi pengadaan 
barang/jasa dalam masa pandemic covid 19 
pada kabupaten Lumajang Tahun 2020
PDTT atas pelayanan Kesehatan dan 
pengelolaan keuangan daerah yang bersumber 
dari dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) dalam masa pandemic
covid 19 di lingkungan pemerintah kabupaten 
Lumajang
PDTT Penyelenggaraan program peningkatan 
ekonomi dampak covid 19
PDTT pengelolaan Barang milik Daerah dan 
pengamanan aset daerah
PDTT Pengelolaan dana desa dalam masa 
pandemic covid 19
Probity Audite atas pembangunan pasar pasirian
pada Dinas Perdagangan

Probity Audit atas pembangunan jembatan 
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No Jenis Pemeriksan Jumlah Obyek Pemeriksaan
rowopandan pada dinas PUTR

3 Pemeriksaan 
Investigatif

Penyimpangan Ambulance Desa Ledok Tempuro 
Kecamatan Randuagung
Pelanggaran penggunaan dana ADD/DD TA 
2019 Desa Wot galih kecamtan Yosowilangun
Penanganan Covid 19 pada Desa Yosowilangun 
Kidul Kecamtan Yosowilangun

Penyimpangan dalam penggunaan aset 
ambulance desa kunir kecamatan kunir
Penanganan Covid 19 pada Desa Sawaran Lor 
Kecamtan Klakah
Penanganan Covid 19 pada Desa Tempeh Lor 
Kecamtan Tempeh
Pemberhentian perangkat desa kabuaran 
kecamatan Kunir
Penanganan Covid 19 pada Desa Wates wetan 
Kecamtan Ranuyoso

Penyimpangan DD/ADD Tahun 2020 pada desa 
Selokbesuki kecamatan Sukodono

Sumber : Data Tahun 2020

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah akan

tersusun  LHP  dan  akan  diserahkan  kepada  obyek  pemeriksaan  untuk

dilakukan tindak lanjut. Tujuan akhirnya adalah peminimalkan resiko yang

dapat menghambat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai secara memadai.

Selama ini obyek pemeriksaan kurang tanggap dan tidak terlalu menganggap

atas  Laporah  Hasil  Pemeriksaan  dari  Inspektorat  Daerah,  untuk  itu

Inspektorat Daerah:

1) Meningkatkan  intensitas  penagihan  tindaklanjut  kepada  obrik  untuk

meningkatkan efektivitas hasil pengawasan dan memberikan pemahaman

bahwa tindaklanjut pada dasarnya adalah untuk kepentingan obrik itu

sendiri

2) Updating sistem informasi  yang memuat hasil  pemeriksaan dan tindak

lanjut obrik
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3) Melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum (APH) atas temuan

keuangan yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan

4) Melakukan  percepatan  pencapaian  tindaklanjut  untuk  temuan  yang

bersifat administratif.

b. Inspektorat Service Center (ISC)

Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Lumajang  selain  menjadi  pengawas

internal  pemerintahan juga wajib  memberikan  pelayanan langsung kepada

masyarakat  atas  pengaduan,  pemberian  informasi  serta  konsultasi  dan

pendampingan  kepada  ASN  atau  perangkat  daerah  yang  masuk  melalui

pelayanan  Inspektorat  Services  Center  (ISC).  Berikut  capaian  layanan  ISC

yang telah dilakukan oleh APIP sesuai standar.

Tabel 3.12  Jenis, Jumlah dan LHP ISC Tahun 2019 dan 2020

No Jenis layanan
Tahun 2019 Tahun 2020

Jumlah LHP Jumlah LHP
1 Pengaduan 13 12 7 7

2 Konsultasi dan 
Pendampingan 

19 15 16 11

Sumber : Data Tahun 2020

Di sisi  lain,  APIP juga wajib menangani kasus yang dilaporkan atau

masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dengan rincian sebagai

berikut:

Tabel 3.13   Jenis, Jumlah dan LHP Penanganan Kasus Tahun 2019 dan 2020

No Uraian
Tahun 2019 Tahun 2020

Jumlah LHP Jumlah LHP
1 Ijin Perceraian 30 28 22 2
2 TP/TGR 6 6 8 5
3 Pelanggaran Disiplin 29 29 33 33
4 Investigatif 2 2 9 9
5 Permohonan blacklist 

pengadaan barang/jasa
- -

Sumber : Data Tahun 2020

56



Penanganan kasus masuk dalam indikator salah satu program kerja

Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Lumajang  dengan  target  persentase  kasus

yang  ditangani  APIP  sesuai  standar.  Adapun  capaian  indikator  tersebut

adalah  100%, karena  semua  kasus  yang  masuk  ke  Inspektorat  Daerah

Kabupaten Lumajang wajib ditangani.

c. Penilaian Mandiri Pelaksanana Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Penilaian  Mandiri  Pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi  (PMPRB)  juga

menjadi fokus perhatian dengan menjadi salah satu indikator kegiatan yaitu

jumlah  perangkat  daerah  yang  dilakukan  evaluasi  PMPRB.  Pelaksanaan

evaluasi  PMPRB menggunakan kertas kerja  evaluasi  yang telah ditetapkan

sebelumnya dan diterapkan kepada seluruh perangkat daerah. Nilai PMPRB

unit (perangkat daerah) ikut menyumbang nilai PMPRB tingkat Kabupaten.

Beberapa  langkah  telah  dilakukan  Inspektorat  Kabupaten  Lumajang

sebagai salah satu tim PMPRB Kabupaten dengan inovasi Peer Reviu PMPRB

antar  OPD  sehingga  terjadi  saling  membutuhkan  dan  menyediakan

kelengkapan PMPRB antar OPD. Penyusunan Road Map PMPRB tahun 2020-

2025 harus segera  dilaksanakan disamping  juga menyusun pedoman/SOP

masing-masing unsur dalam PMPRB. Tim PMPRB Kabupaten harus pro aktif

dalam menggerakkan perangkat daerah untuk segera melakukan percepatan

pemenuhan  unsur  PMPRB  disamping  memperbaiki  sistem  di  tingkat

Kabupaten.

d. Pelaksanaan Saber Pungli,  WhistleBlower System (WBS) dan Unit

Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Sosialisasi  saber  pungli  kepada  perangkat  daerah  dan  masyarakat

menjadi kegiatan rutin yang selalu dilakukan. Kegiatan ini dilakukan bersama

dengan APH seperti  kepolisian dan kejaksaan. Pada tahun 2020 sosialisasi

Saber  Pungli  dilaksanakan  di  Kecamatan  Pronojiwo,  Kecamatan  Kunir,

Kecamatan Sukodono dan Kecamatan Senduro.

57



Pelaksanaan  Whistle  Blower  System  (WBS)  dan  Unit  Pengendalian

Gratifikasi (UPG) selain didukung dengan adanya Peraturan Bupati Lumajang

terkait  pelaksanaan  WBS  juga  didukung  dengan  pengembangan  website

Inspektorat  daerah  Kabupaten  Lumajang  dengan  alamat:

www.inspektorat.lumajangkab.go.id.  Pengembangan  ini  berupa  interface

website yang  mempermudah  masyarakat  untuk  melaporkan  adanya

penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Semua laporan yang masuk melalui website maupun secara langsung akan

ditindaklanjuti oleh APIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Penyelenggaraan Pengawasan di Era Pandemi Covid-19

Sejakawaltahun  2020,  pengawasan  internal  yang  dilakukan  oleh

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang tidak lagi sama sebagaimana tahun-

tahun  sebelumnya.  Hal  ini  disebabkan  pandemi  covid-19  yang  telah

menyerang  keseluruh  Indonesia,  tidak  terkecuali  di  Lumajang  dan

berpengaruh  cukup  besar  dalam  seluruh  tingkat  dan  aspek  dalam

pemerintahan, tidak terkecuali pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  terdapat  beberapa  aspek  yang

terpengaruh dengan adanya pandemi covid-19 saat ini, diantaranya :

1. Pelaksanaan pengawasan secara langsung/pemeriksaan lapangan tidak

dapat dilaksanakan karena resiko penyebaran Covid-19

2. Refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19

3. Tugas mandatory pengawasan penanggulangan Covid-19

4. Pelayanan public tatap muka harus dikurangi

Pembatasan  sosial  sangat  mempengaruhi  pemeriksaan  yang

dilaksanakan  oleh  Inspektorat  Daerah  mengingat  APIP  tidak  dapat  serta

merta  turun  melakukan  pemeriksaan  kelapangan  karena  harus

mempertimbangkan  resiko  dan  tren  penyebaran  Covid-19.  Perubahan

polakerja  tersebut  menuntut  para  aparatur  pemerintah  untuk  beradaptasi

dengan kondisi saat ini.
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Di sisi lain pemerintah juga membuat kebijakan  refocusing anggaran

dan  pengawasan  penanggulangan  Covid-19.  Refocusing  anggaran  untuk

penanganan  Covid-19  yang  wajib  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dan

perangkat daerah di sehingga berdampak langsung kepada jenis dan metode

pemeriksaan tidak dapat terlaksana secara optimal.

Sejak tahun 2020, Inspektorat Daerah mendapatkan tugas mandatory

melakukan  pengawasan  penanganan  COVID-19.  Pengawasan  dilakukan

mulai  dari  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan  dan  evaluasi

penanganan  Covid-19.  Sedangkan  tahun  2021  Inspektorat  Daerah  harus

melaksanakan monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan vaksinasi  yang  terdiri

dari  4  tahap yaitu vaksinasi  bagi  sumberdaya  manusia  kesehatan,  lansia,

kelompok rentan dan masyarakat.

Lebih lanjut, berdasarkan pasal 16 PP Nomor 12 Tahun 2017 Tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait

pengawasan oleh APIP serta  Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Timur  tanggal  1  Oktober  2020  Nomor  :  S-4886/PW13/3/2020  Perihal

monitoring data  penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),  maka

proses pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan dalam masa pandemi

tetap harus dilaksanakan. 

Selain  pelaksanaan  pengawasan  yang  bersifat  mandatory  tersebut,

pelayanan Inspektorat Service Center (ISC) yang merupakan inovasi pelayanan

public  dan terintegrasi  dengan program pengawasan,  juga terdampak atas

adanya  pandemi  saat  ini.  Dimana  dalam  masa  pandemi,  Inspektorat

menerapkan  protocol  kesehatan  bagi  pengunjung  untuk  pelayanan  ISC,

sehingga alternatif layanan yang kami berikan lebih diarahkan melalui daring

(online).

Berdasarkan seluruh kondisi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

oleh APIP yang terjadi saat pandemi sebagaimana dirasakan saat ini, maka

telah disusunlah kebijakan dan strategi pengawasan intern pada Kabupaten

Lumajang di Era Pandemi Covid-19. 

59



Dari  hasil  analisis  akar  masalah  yang  telah  dilakukan,  didapatkan

pendekatan  /  kebijakan  yang  dapat  diimplementasikan  seperti  tampak  di

table berikut.
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Tabel 3.14   Pendekatan / kebijakan yang dapat diimplementasikan

N

O KEBIJAKAN STRATEGI

1 Reformulasi sistem penyelenggaraan 
pengawasan intern pemerintah

Audit jarakjauh ( remote audit)

Pelaksanaan evaluasi dan reviu terpadu

Prioritas pengawasan dengan mempertimbangkan tugas mandatory

2 Penyesuaian ketentuan/program kerja sesuai 
dengan pedoman instansi di atas terkait 

Melakukan telaah atas ketentuan yang mengatur diatasnya

3 Pemanfaatan teknologi informasi dalam 
pengawasan pelayanan publik

Pengembangan sistem informasi manajemen audit terintegrasi

Pengembangan website Inspektorat Daerah.
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Kebijakan dan strategi tersebut telah dilaksanakan dan akan dilakukan

evaluasi  secara  berkelanjutan  untuk  memastikan  kebijakan  strategi

pengawasan  tersebut  terlaksana  dengan  efektif.  Pengawasan  oleh  APIP

terhadap penyelenggaraan pemerintahan di era pandemi Covid-19 tetap harus

dilaksanakan  dengan  mempertimbangkan  segala  resiko  dan

peluang/alternatif prosedur pemeriksaan yang ada.

Inspektorat Daerah telah menyusun pedoman penyelenggaraan

pengawasan  dalam  masa  pandemi  Covid-19  sebagaimana  tertuang

dalam  Keputusan  Inspektur  Daerah  Kabupaten  Lumajang  Nomor

188.4/022/427.3/2020  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan

Pengawasan Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Lingkungan Inspektorat

Daerah Kabupaten Lumajang.

Kedepan  Inspektorat  Daerah  perlu  melakukan  pengembangan

audit berbasis teknologi informasi guna mendukung proses pembinaan

dan  pengawasan mengingat  pemerintah  pusat  mulai  menerapkan

pelaksanaan reviu dan evaluasi berbasis teknologi seperti reviu APBD

melalui sistem informasi pemerintahan daerah yang telah dikembangan

oleh Kementerian Dalam Negeri.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan salah satu modal input bagi Inspektorat

Daerah  melaksanakan  program  dan  kegiatan  yang  mendukung

pencapaian  indikator  kinerja  utama  Bupati.  Target  kinerja  serta

anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah

dibuat  antara  Inspektur  Daerah  dengan  Bupati  Lumajang.  Berikut

adalah anggaran yang merupakan tanggung jawab Inspektorat untuk

dikelola  secara  transparan,  efektif  dan  akuntabel  sesuai  dengan

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020.

Tabel 3.15   Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2020
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NO  NAMA PROGRAM/KEGIATAN 
 PLAFON

ANGGARAN
(Rp) 

 REALISASI 

 JUMLAH (RP) %

BELANJA LANGSUNG 2.127.668.000 1.995.378.434 93,78

A PROGRAM PENDUKUNG 801.603.000 765.084.434 95,44

I Program pelayanan 
administrasi perkantoran 

638.079.000 608.734.062 95,40

II Program peningkatan sarana 
dan prasarana aparatur

   153.524.000   146.360.372 95,33

III Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan

     10.000.000      9.990.000 99,90

B PROGRAM TEKNIS 1.326.065.000 1.230.254.00
0

92,78

IV Program peningkatan sistem 
pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan 
kebijakan kepala daerah 

1.016.150.000   950.004.000 93,49

V Program peningkatan 
perofesionalisme tenaga 
pemeriksa dan aparatur 
pengawasan 

         0       0 0

VI Program penataan dan 
penyempurnaan kebijakan 
sistem dan prosedur 
pengawasan 

     72.891.000     68.596.000 94,11

VII Program penyelenggaraan 
sistem pengendalian intern 
pemerintah 

     69.426.000     68.046.000 98,01

VII
I

Program peningkatan 
percepatan pemberantasan 
korupsi 

   167.598.000   143.608.000 85,69

Sumber : CALK Inspektorat Daerah Tahun 2020

Berikut  ini  disajikan  perbandingan  antara  pencapaian  kinerja

dan anggaran
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Tabel 3.16  Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

NO
Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Kinerja Anggaran
Tingkat
efisiensi 

TARGET 
Realisasi

(%)
Capaian

(%)
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

Capaian
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 6 10

1 Meningkatnya 
sistem 
pengendalian 
internal 
penyelenggaraan
pemerintahan 
menuju good 
governance dan 
Meningkatnya 
efektivitas 
manajemen 
risiko dalam 
penyelenggaraan
pemerintahan

1 Persentase 
OPD dengan 
maturitas 
SPIP level 3

50% 31% 62% 1.085.576.000 1.018.050.000 93,78 -31,78%

2 Nilai 
Kapabilitas 
APIP

3 100% 100% 72.891.000 68.596.000 94,11 5,89%

3 Persentase 
pemenuhan 
aksi 
pencegahan 
dan 
pemberantas
an korupsi

75% 79% 105%   167.598.000 143.608.000 85,69 19,31%

Sumber : Data diolah Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2020
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Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan

juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Indikator kinerja persentase

OPD  dengan  maturitas  level  3  memiliki  tingkat  efisiensi  negatif.  Hal  ini

menjadi bahan evaluasi kami dalam percepatan pencapaian target indikator

sasaran Inspektorat Daerah dengan juga menekankan aspek efektivitas dan

efisiensi anggaran. Untuk indikator kinerja kapabilitas APIP dan persentase

pemenuhan  aksi  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  masing-masing

memiliki  efisiensi  anggaran  sebesar  5,89%  dan  19,31%.  Hal  ini

mengindikasikan adanya efisiensi anggaran dalam pencapaian kinerja kedua

indikator tersebut. Efiensi anggaran tersebut tidak terlepas pada keberhasilan

pelaksanaan  program  dan  kegiatan  tahun  2020  dalam  mendukung

pencapaian indikator kinerja tersebut. 

Indikator  kinerja  kapabilitas  APIP  didukung  dengan  penyusunan

kebijakan pengawasan kepada obyek pemeriksaan dan pemeliharaan sistem

informasi  pengawasan  internal.  Sementara  itu  untuk  indikator  kinerja

persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan

terlaksananya percepatan pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan saber

pungli dan pengendalian gratifikasi yaitu adanya operasi tangkap tangan dan

melakukan sosialisasi terkait pengendalian di beberapa wilayah.

Jika  dibandingkan  sasaran  dan indikator  kinerja  utama tersebut  di

tahun 2020 rata-rata tercapai  89% (sangat baik) dari  targetnya sedangkan

realisasi anggaran TA. 2020 terealisasi 91%. 
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BAB  IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan 

Laporan  Kinerja  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Lumajang  disusun

sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  Inspektorat  daerah berkaitan  dengan

penyelenggaraan  pengawasan  pemerintahan  pada  tahun  2020.  Laporan

Kinerja  Inspektorat  daerah Tahun  2020 disusun  berdasarkan  Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014, tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja.

Dari  hasil  evaluasi  kinerja  dapat disimpulkan  bahwa  tujuan  dari

Inspektorat daerah sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten

Lumajang Tahun 2018-2023.  Secara umum Inspektorat  daerah Kabupaten

Lumajang  telah  dapat  melaksanakan  tugas-tugas  yang  dibebankan  selaku

penyelenggara  pengawasan  Internal  dan  pelayanan  kepada  masyarakat

Kabupaten Lumajang dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategis

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis  dan

rencana kerja.

B. Rencana Langkah Strategis

Walaupun capain kinerja Inspektorat Daerah sudah masuk kategori

sangat baik namun masih terdapat permasalahan dan hambatan sehingga

perlu direncanakan pengambilan langkah strategis dalam mempertahankan

dan meningkatkan kinerja Inspektorat daerah. 

No. Hambatan Rencana Langkah Strategis
1 SDM secara umum 

masih terbatas 
kualitasnya dan 
kuantitas

Mengoptimalkan SDM yang ada dengan 
jalan meningkatkan kemampuannya dengan
diklat-diklat, bintek, pembinaan, sosialisasi 
baik formal maupun non formal secara 
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No. Hambatan Rencana Langkah Strategis
kuantitas : 
 Mengoptimalkan tenaga yang ada;
 Mengajukan penambahan personil 

melalui BKD
 Melakukan pemeriksaan dengan teknik 

sampling;
 Menyelenggarakan tugas berdasarkan 

skala prioritas yang ada 

2 Kuantitas dan metode 
pengawasan terpengaruh
kondisi pandemi Covid-
19  

Melakukan sampling pemeriksaan dengan 
berbasis resiko dan menyusun pedoman 
pengawasan di masa pendemi covid-19

3 Perlu ditingkatkanya 
sarana dan prasarana 
pendukung pengawasan 

Pemenuhan secara bertahap dengan 
memasukkan kebutuhan sarana dan 
prasarana pengawasan pada RKBMD dan 
RKA

4 Adanya temuan 
pemeriksaan yang 
berulang dan sulit 
ditindaklanjuti 

Telah dilakukan percepatan tindaklanjut 
dan penghapusan untuk temuan 
administrasi dengan tujuan tertentu 

5 Sistem dan Prosedur 
Pengawasan cukup 
memadai namun belum 
sepenuhnya terintegrasi 
dengan sistem informasi 
pengawasan 

Pengembangan sistem, prosedur, kebijakan 
serta teknis penyelenggaraan pengawasan 
dan dikembangkan secara bertahap (try and
error) sesuai ketentuan dan akan 
ditingkatkan melalui sistem informasi 
pengawasan terintegrasi 

6 Kurang memadainya 
kualitas implementasi 
SPIP perangkat daerah

Pelaksanaan Evaluasi SPIP kepada seluruh 
OPD didukung dengan peraturan yang 
terintegrasi dengan Nilai Indeks Pengawasan

7 Kurang memadainya 
kualitas PMPRB tingkat 
perangkat daerah

Penyusunan Road Maps Reformasi Birokrasi
Kabupaten serta pedoman / SOP setiap 
unsur penilaian dengan melibatkan 
perangkat daerah yang tergabung dalam 
Tim Reformasi Birokrasi tingkat Kabupaten.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam laporan kinerja

ini,  saran  dan  kritik  yang  membangun  akan  kami  jadikan  pertimbangan

dalam menyusun laporan kinerja  selanjutnya sehigga mampu memberikan

informasi  yang  tepat  dan  akurat  sebagai  dasar  dalam  pengambilan

keputusan.
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